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ABSTRAK

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria sebagai dasar
jaminan Hukum di bidang pertanaban, maka peranan tansh bagi pemenuhan
berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim mavpun untuk
kegiatsn usaha, Pendadaran tapah bertujuan umtuk membamy  masyarzkast
memperoleh jaminan kKepastian hukom terhadap penguasaan dan pemilikan tanah,
serta untuk membantu pemerintah dalam melakganakan kegiatan pendaftaran
tanah, Sehubungan dengan itu maka pemerintab mengangkat Pejabat Umum yang
diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenal perbuatan hulcum fertentu
atas tanah sebagai dasar Pendaffaran Tanah. Pejabat Umum yang dibexi
kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum fertentu atas
tanah it adaleh Pejabat Pemsbuat Akta Tanah (PPAT). Akta tanah yang dibuat oleh
PPAT merupakan Akia otentik, merupakan alat pembuktian yang sempurma bagt
kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak
darinya tentang apa vang dimuat dalam akia tersebut. Seperti yang tefah kita
ketahur saat ini salah satu kasus sengketa tanah yang pahng banyak disorot adalah
sengketa tansh antara Wargs Meruya Selatan melawan PT. PORTANIGRA,
dimana PT. PORTANIGRA dengan berbekal Potusan dari Mahkaroah Agung,
teleh mengklaim sejnmlah luas tanah di Meruya Selatan yang felah dihuni lebih
dari 300 kepala kelsarga. Para warga yang telah berfzhun-tabun mendiami tanah
mereka i Meruya Selatan dan taat membayar pajek atas tanah mercka serta
memiliki dokumen vang sab 2ias tanah mereka barus menyershkan tanah miliknya
kepada PT. PORTANIGRA. Warge yang menolak Putusan Mahkamah Agung
sebagian kukuh pada dokumen yang mercka miliki dan sebagian melakukan
CGugatan Perlawanan, Namun dari Perdamaian sebagal hasil dari Gugatan
Perlawanan tersebut dapat diketahui bahwa para warga yang tidak melakukan
Gugatan Perlawanan secara anslogi tidak akan dapat melakukan Pengaliban Hak
atas tanah mereka. Berhubungan dengan hal ini disinilah PPAT memegang peran
penting yang menyertai pula tangpung jawabnya yang besar dalam menjamin

berlangsungnya penegakan hukum dalam proses pendafiaran tanah.
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ABSTRACT

By an announcement of Undang-Undang Pokok Agraria as basic of
fand law enforcement, role of lend o accomplishment various need will mounting
as a place of living and also for business activity. Land registry is aim fo assist a
society to obtain rele of law guarantee for land domination and land ownership,
and also to assist government to execute an activity of land registry, In connection
of land registry, government inagurate a public functionary which given by an
suthority fo make an evidence appliance of cerfain law action of land as a principle
of land registry. Public Functionary which given an authority to make an evidence
appliance of certain law action of land is known as Deed of Land Maker
Functionary (PPAT). Deed of Land made by PPAT is represent an Authentic Deed,
that deed representing a perfect verification appliance to both parties and all their
heir and also the one who get belonging of him where of contained in the deed.
Such as those which we have known in this time, one of the land dispute case
which at most floedlighted by is land dispute between Citizen of South Meruya
fight against PT. PORTANIGRA, where PT. PORTANIGRA with their Decision
Stock from 2 Great Cowrt have claimed wide of lard in South Meruya which have
been dwelt more than 300 family-head. Citizen which have through years inhabited
their land in South Meruya and meekly pay for their Jand tax and also have a valid
document to their land, have to deliver it to PT, PORTANIGRA. Cilizen whom
refusing a Decision of Great Court, seme of them still resist for a document which
they have and the others conducting a Suing Resistance. But based on the Deed of
Peace, we know that all citizen of South Meruya which do not conduct a Suing
Resistance by an analogy will not earn to conduct the Transfer of their Land-Right.
From this case, PPAT taking a big responsibility in gusrentying also accompany

which important role to hoid course of land registry in law enforcement.
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A,

BABI
FENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar dari penduduknya
benmata pencaharian di bidang agrana batk sebagai petani yaog memiliki tanah
maupun vang tidak memiliki tansh. Tanah merapakan faktor vang sanpat penting
bagi kelangsungan hidup bangsa.' Susunan perekonomian masyarakat Indonesia
masih bercorak agrars termasuk didalamnya/mencakup kepemilikan tanah baik
sebagai hunian, indusici maupun investasi, maka demi membangun mesyarakat
adil dan makmur divndangkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dusar Pokok-Pokok Agraria yang juga dapat dischut Undang-Undang
Pokok Agaria (JUPA) pada tangeal 24 September 1960,

Dengan berlakunya UUPA maka telah terjadi perubahan fundamental
pada hukum agraria di Indonesia, terutama hekum dibidang pertanahan yang
biasa disebut dengan Hukwn Tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkasn

Untuk menfamin  kepastian hukum oleh Pemerintah  diadakan
pendaflaran tansh di selurub wilayah Republik Indonesia menunt ketentuan-
ketentuan yang diatur oleb Peratoran Pemerintah.

Deng an diundangkannya UUPA scbagai dasar jaminan Hukem di
bidang pertanahan, maka peranzn tanzh bagi pemenihan berbagai keperhuan
akan meningkat, baik sebagal fempat bermoukim maupun untuk kegiatan usaha;
schubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan aken jaminan kepastian
hukuin di bidang pertanahan, yang mengace pada ketentuan-ketentuan yang ada
dalam UUPA.

H

1 Nyoman Budi Jaya, §.H., C.N, Tinjsuan yuridis teniang redistribusi tznab pertanian dalam

rangka peiaksanaan fandreform, (Yogyakaria: Liberty Yogyakarta, 1989), hal 1.
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Pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat
mempercleh jaminan kepastian hukum ferhadsp penguasaan dan pemilikan
tanah, seria untuk membante pemerintah untuk melaksanakan kegiatan
pendafiaran tanab maka pemerintah mengangkat Pejabat Umum yang diber
kewepangan untuk membuat alat bukti mengenal perbuatan hukum tertentu atas
tanah scbagai dasar Pendafiaran Tanah

Pejabat Urpum yang diberi kewcpangan untuk membuat alar bukii
mengenal perbuatan hukum tertentu atas tanah adalah Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemnerintzh No, 24 Tahun 1997
tentang pendafiaran tanah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pendafiaran
tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan pejabat kain yang ditugaskan untuk melaksangkan kegiatan-kegiatan
tertertu menorut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perusdang-undangan
yang bersangkutan,

Pengangkatan PPAT oleh pemerintah (dalam. hal int adalah kepala
Badan Pertanahan Nasional) merupakan wujnd ayata dad pemerintah uniuk
menjamin kepastian hukum hak-hak atas tansh; UUPA memerintobkan kepada
Pernerintabh untuk melaksanakan pendaftaran fanah. Pasal 1 angka | Perpaturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta tanah,menyebutkan:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi kewepangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hulum tertentu mengens” hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rusnah Susun.”

Tanggung jawab yang diemban PPAT sgangat besar dalam
memberikan kepastian hukum dalara bidang hukum tansh kepada masyarakat,
sebab akta yang dibuat oleh PPAT mengenat perbuatan hukum tertento mengenai
hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun merupakan alat bukti
dan dijadikan sebagai dasar bagi pendafiaran perubaban data pendaftaran tanah
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yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu; untuk melaksanakan tugas pokoknya
sebagai pembuat akta perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan
Hak Milik Atas Satvan Rumah Susun, seorang PPAT mempunyai kewenangan
membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum berkenasn dengen hak atas
tanah dan Hak Milik Atas Satpan Rurnah Susun yang terleisk di dalam daerah
kerjanya Akta yang dibust oleh PPAT adalah akts tanal; yang dimaksud dengan
akta tanah waalah akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan-perbuatan
hukum tertentu di bidang hukum tanah.”

Akta tansh yang dibuat olch PPAT merupskan Akta otentik,
merupakan alat pembuktian yang sempurna bagl kedua belah pihak dan ahit
warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yvang
dimuat dalam akta tersebut. Sebagaimana Pasal-Pasal 1870, 1871 dan 1874 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) membedakan
antara suatu akia otentik dengan suatu akda dibawah tangan, vang mana maging-
masing Pasal tersebut berbunyi ¢

1870:Suatu akia otentik memberikan diantara para pibak beserta
ahli waris-ahli wartisnya atau orang-crang yang mendapat hak dari mereka,
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

1871:Suate akiz otentik namuplah tidak memberikan bukii yaag
sempuma tentang apa yapg termuat didalaminya sebagai suatu penuturan
belaka, selainnya sekedar apa vang dituturkan itw ada hubungan kangsung
dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat disilu sebagai suatu penuturan
belaks tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka it
hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan?

2 Boedi Harsono, PPAT, Akta PPAT, dan Permasalahunnya, Makelah, Terms Hmiah Mahasiswa
Nm s¢ Indonesin, Candra Wilwatikis, Pandaan, Jawa Thomor, 25- 6 Agustus 1989, hal2
Indonesia, Kitah Undang-Undung Hokam Perdma (Burgerlifk Wethoek), diteriemahkan olek
. R Subehti dom R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cat, Ke-27, (Jakarta: Paramite, 1987), Pasal 1870
Ihid, Pasal 1871
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1874 ayat (1):Sebagal tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap
akta-akta yang ditandatengani dibawah tangan, surat-surat, register-register,
surat-surat urusan rumab tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa

perantaraan seorang pegawai umum.’

Akta Otentik merupakan bukfl vang mengikat yang berarti kebenaran
dart hal-hal vang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, vaitu akia
tersebut dianggap sebagal benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain
yang dapat membukiikan sebaliknya.

Dalam  pelaksanaan  pendafiaran  tanah  guna  mewujudkan
terlaksananya Catur tertib perfanahan yang melipufi, terfib hukum pertanaban,
tertib adminisirasi pertanghan, tertib penggonaan tanah, den tertib pemeliharaan
tansh dan lingkungan hidup, peran seria tangpung jawab yuridis PPAT
mengambil bagian vang sangat penting didalamnya; perkembangan it tentu
menuntut ketersediaan tenaga PPAT yang profesional guna mencegah timbulnya
masalah dalam pembuatan akis tansh sehingga menimbulkan efek terhambatnya
pelaksanaan catur tertib pertanahan,

Seperti yang telah kita ketahui saat ini salah satu kasus sengketa tanah
yang paling banyak disorot adalah sengketa tanah antara Warga Meruya Selatan
melawan PT. PORTANIGRA, dimana PT. PORTANIGRA dengan berbekal
Putusan dari Mahkamah Agunp tanggat 31 Maret 2000 nomor 570 K/1999 yang
sarpai seat ini masih dipertanyakan keabsahannva karena meneabik-cabik
tatanan UUPA, telab mengklaim sejumlah luas tanah di Menya Selatan yang
telah dibuni Jebih dari 300 kepala keluarga. Para Warpa yang telah bertahun-
tahun mendiami tanak mereka di Meruya Selatan dan taat membayar pajak atas
tansh mereka serta memiliki dokumen yang sah atas tanah mereka harus
menyerabkan kepada PLPORTANIGRA yang notabene diskui  sebagai
pemegang hek vang sah dengan berbekal Putusan dard Mahkamah Agung

3

Ihid, Pasal 1874 aymt (1)
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tersebut  diatas yang berdasarkan pada surat Girik yang dimiliki PT.
PORTANIGRA. Warga vang menolak Putusan Mahkamah Apgung sebagian
kukuh pada dokumen yang mereka miliki dan sebagian melakukan Gugatan
Perlawanan. Pasca putusan Mahkamah Apgung, dari keseluruban 6000 warga
yang bersengketa, sebanyak 1600 melakukan Gugatan Perlawanan. Saat ifu
kondisi Warga diatas anginkarena kasus ini benar-benar disorot dan publikasi
yang terjadi secara besar-besaran dikarenakan memang banyak pibak wvoog
memiliki kesemaan kepentingan dari sengketa tansh tersebut {(sebagat contoh
dati pihak DPR, DPA, PEMDA berkaitan dengan imbas yang ditimbulkan
karena komplek perumsbaa DPR dan DPA vang terletak di tanab sengketa dan
para pengusaha), maka dicapailah seate Perdamatan yang menyepakati bahwa
PT. PORTANIGRA akan melepaskan Putusan Mahkamah Agung khusus untuk
warga yang melakukag Gugatan Perlawanan, baik yang memiliki sertifikat tanah
atan yang hanya memiliki dokumen pendukung yang lain (berupa Gidk).

Namun dari Perdamaian tersebut dapat diketahul bahwa para wargs
yang tidak melakukan Gugatan Perlawanan scesra analogi tidsk akan dapat
mefakukan Pengaliban Hak atas tansh mereka; bal ini cukup mengusik bila di
lihat dari rasa Keadilan dan dari sudut Hukum Agraria Dari sodut Hak Asssi
Manusia peribal ini tentu saja amat disorot karena menyangkuat harkat hidup
orang banysk; sebagai contol; bagaimanakah periakuan dapat dikatakan layak
bila ada salah sate atau beberapa warge vang dalam kondisi sskit dan fidak
memiliki tempat finggal lain selain di Meraye Selatan; atan bagaimana bila ada
warga yang sangat membutohkan wang dan harus menjual satu-satunya fasah
miliknya yang terletak di Meruya Selatan dan keperluan mendesak it terhambat
karena pada saat itu dia fidak dapat melakukan pengaliban hak terhadap
tanahnya; sejaush mana pula dapat dilindunginya kepentingannya bagi werga
yang tidak mengajukan Guogatan Perlawanan karena ht}k&n warga asli Meraya
Selatan sehingga saat itu tidak berada di ternpat dan sejauh mana dilindunginya
kepontingannya bagt worgn yang Sdak mengsjvkan Gugatan Perlawanan karens
Gduh mampu secara Finansial; berbubungan dengan hal ini disinilah PPAT
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B.

memepang peran penting yang menyertal pula tanggung jawabnya yang besar
dalam menjamin berlangsungnys penegakan hukum dalam proses pendafiaran
tanah.

Berdasarkan paparan diatas, timbul minat penulis untuk membuat
tesis dengan judul “ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PPAT DALAM
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI MERUYA SELATAN PASCA

PUTUSAN PERDAMAIAN (WARGA MERUYA BSELATAN VS PT.

PORTANIGRA) BAGI WARGA MERUYA SELATAN YANG TIDAK
TURUT MELAKUKAN GUGATAN PERLAWANAN".

Pokok Permasatakan

Salah satu upaya terciptanya kondisi catur tertib pertanahan menurut
Pasal 19 UUPA adalah dengan diloksanakannya pendafiaran tanah, scbagal
pengaturaniya maka pemeriotah menerbitkan Peraturan Pemerintsh pomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Taosh; tujuan di terbitkannya aturan. tersebut
adalah untuk menjamin kepastian hukum terbadap pemegang hak atas tanah
Akan tefapi pada praktiknya disaat masyarakat sudah mulai memahami arti
penting pendaftaran tanah sebagai salah satu perwujudan catur tertib pertanahan
sebagal jaminan perlindungan dan kepastian hukum fterhadap hak-hak sah
mereka terhadap tanah, sikap positif e justra dinodar oleh perbustan
sekelompok orang tertentu yang mengakibatkan pervajudan pendaflaran tanah
sebagai jaminan perlindungan dan kepastisn hukum menjadi kabur, Fronisnya
segelintir oknum tersebut justrn mercka yang mengerti den paham babkan
mempunyai kewenangan dan akses khusus dan tersendin dalam pelaksanaan
proses pendaflaran, Kasus sengketa tanah yang terjadi di Meruya Selatan-Jakarta
Barat adalah contoh betapa dalam kepemilikan sertipikat tapah nyatanya negara
tetap tidak dapat menjamin sebuah perlindungan dan kepastian hukum atas hak
kepemilikan tanal, walaupun hak fersebut didapatkan melalul sebuab proses
vang sesua dengan Pasal 19 UUPA mengenai pelaksanaan pendafiaran tanah
dan Persturan Pemerintah nomor 24 tshun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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sebagal pengaturannya. Putusan "Kontroversial” Mahkamah Agung jelas adalah
cerminan dari imbas perbuatan oknum tertentu yang secara melawan hukum
memanfaatkan celah hukum serta kewenangan tertente  yang dimilikinya guna
kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu. Dari keselurchan sebanyak
6000 warga vang Dersengketa, sehanyak 1600 warga melakukan Gugatan
Perlawanan, saat itu kondisi Warga diatas angin, karena kasus ini benar-benar
disorot dalam skala nasional, publikasi yang terjadi besar-besaren karena banyak
pihak yang memilild kesamaen kepentingan, Maka dicapaifab suatu Perdamaian
yang mensepakati babwa PT. PORTANIGRA melepaskan Putusan Mahkamah
Agung kbusus untuk warga yang melakukan Gugstan Perlawanan, baik yang
memiliki sertifikal tanah atau yang hanya memiliki dokumen pendukung yang
lain. Namun bagaimana dengan para warga yang tidak melakokan Gugatan
Perlawanan; sejauh mana dilindunginys kepentingannya bagi warga yang tidek
mengajukan Gugatan Perlawanan karens bukan warga asli Meruya Selatan
schingga seat it tidak berada di fempat dan sejauh mapa difindunginya
kepentingannya bagl warga yang tidak menpgajukan gugatan perlawanan karena
tidak mampu secars Finansial, PPAT dalam rangka menjalankan tugas dan peran
penting sefaku pejabat pslaksana pendafiaran tanah berfanggung jawab untuk
memeriksa syaral-syarat untuk sahnya perbuatan hukwm yang bersangkutan;
dengan antara lain mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan
daflar-daftar yaog ade di Kantor Pertanaban, Akta PPAT harus dapat
menyesvaikan dalam segala kondist sehingga dapat dibuat sedemikian rupa agar
bisa dijadikan dasar yang kval untuk pendaftaran pemindahan hak dan
pembebanan hak yang bersangkutan, PPAT wajib segera menyaropaikan akta
vang dibuatnya kepada Kantor Pertanshan, agar dapat dilaksanakan proses
pendafiarannya oleb Kepala Kantor Perignahan { tujub  hard  sejak
ditandatanganinya Akia).

Jelas bahwa PPAT memegang peran penting dalam menutup celah
vang memberi kesempatan  okmum-oknum  tertentu  dalam  melakukan
penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dalam
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sebuah proses pendaftaran tansh; seiring dengan peran penting yang

diembannya, menyertai pula tanggung jawab yang besar PPAT dalam menjamin

berlangsungnya penegaken hukum dalam proses pendafiaran tanah.
Berdasarkan urafan tersebut, maka penulis di dalam Tesis ini
bermaksud meneliti pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

i. Pagaimanakah proses pendaftaran peralihen hak atas tanah yang terjadi di
tanah-tanah Menzya Selafay yang bersengketa?

2. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab yuridis PPAT dalam
pengalihan hak atas tamah di Meruya Selatan pasea putusan perdamaian
antars Warga melawan PTPORTANIGRA bagi warga Meruys Sclatan yang
tidak turct melakukan Gugatan Perlawanan?

Metode Penelitian
Dalam melakukan penclitian penulis mengguuakan metode penelitian
kepustakaan dan metode penclitian lapangan dengan menggunakan pendekatan
yang bersifat yuridis-pormatif. Data yang dipergunakan dalam penyusunan
penulisan ini adalab date primer vang diperoleh melalui wawancara dengan
pihak-pihak yang bersangkuian dan date sckunder diperoleh melalut lLiteratur
fiteratur kepustakaan,
Adayun alat pengurpulan data vang dipergunakan adatah
1. Studi kepustakaan.
Bahan hulaun primer yaog digunakan yaitu antera lain Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Perataran
Pemerintah Nomor 24 tahum 1997 tentang Pendaflaran Tapah benknt
Perateran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tshun 1997 Tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Tanab, Peraturan Pemerintab pomor 37 tahun 1998
fentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nagional No.l tahum 2006,
dengan tujnan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalab-masalah yang
akap. dibshas. Bahan hulum sekunder antara lain buku-buku tentang
pertanahan, Bahan hukum tersier antara lain kamos mengenai istilah-istilsh
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hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang
akan dibahas.

2. Melagkukan wawanpcara dengan informan vaitu pihak yang terlibat seperti
PPAT yang berkedudukan di Meruya Selatan Jakarta Barat, para praktisi
hukwm yang berkaitan serta berkepentingan dan terlibat secara langsung dalam
kasus sengketa tapah di Meruya Selatan, seria pejabat Badan Perfanaban
Masional (BPN) Jakarta Barat. Wawancara adalah salah sato dari alat
pengumpulan dats yang menggali secara mendalam dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi atau data guna mendukung serta memperoleh
pengetahuan tentang topik yang akan dibahas.

D. Sistematika Penulisan

BABI

BABII

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untok memasuki bab-bab selaniutnya
yang menjelaskan hal-hal yang ads kaitannya dengan masalah pokok.
Bab ini dibagl menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar
belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk
membahasnya, Kedua mengenai pokok permasalshan  Ketiga
mengenal metode penclitian, Keempat mengenai sistematika pepulisan
yang berisi penbabalkan fesis secara menyelunuh mengena isi tesis inl.

LANDASAN TEORI

Bab ini terdiei atas dua sub bab yang meliputi:

A. PENGERTIAN PPAT
Sub bab ini menerangkan pengertian PPAT, tugas serta
kewenangan PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

B. CATUR TERTIB PERTANAHAN
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Pada Sub bab ini dibahas mengenai pengertian catur tertib
pertanahan, dasar hukum pelaksanaan catur tertib pertanahan,

BABIII PEMBAHASAN

ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PPAT DALAM
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI MERUYA SELATAN
PASCA PUTUSAN PERDAMAIAN (WARGA MERUYA
SELATAN VS PT. PORTANIGRA) BAGI WARGA MERUYA
SELATAN YANG TIDAK TURUT MELAKUKAN GUGATAN
PERLAWANAN

A. PRAKTEK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
PPAT TERHADAP FPENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI
MERUYA SELATAN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL
TERHADAP PPAT DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG-
JAWABNYA SEBAGAY PEJABAT UMUM
Pada bab ini dibahas bagaimana seorang PPAT setempat
melaksanakan tugasnya diwilayah henuva Selatan (terutama PPAT
yang berkaitan langsung denpan sengkels tanah Warga Meruya
Selatan melawan PT. PORTANIGRA) sesuai depgan catur tertib
perianahan dan sampai sejauh mana pertanggung fawaban PPAT
berkaitan dengan pensertifikatan tansh {di lokasi pepclitian) serta
akibat hukum yang timbul terhadap PPAT dalam melaksanakan
tanggung jawabnya sebagal Pejabat Umum dibubungkan dengan
kasus sengketa tanah di Meruya Selatan, Jakarfa Barat, Bab ini
dibagi menjadi 3 (tiga) Sub-Bab yaitu :

2. Tugas dan Wewenang PPAT,

b. Pelaksanaan Tugas PPAT di Meruya Selatan;

¢ Akibat Hukum yang Timbul Terhadap PPAT dalam
Melaksanakan Tanggung-fawsbnya Sebagai Pejabat Urnum,
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B. KEWENANGAN PPAT DALAM PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DI MERUYA SELATAN PASCA PUTUSAN
PERDAMAIAN BAGI PARA WARGA YANG TIDAK TURUT
MELAKUKAN GUGATAN PERLAWANAN
Pada Bab ini dibahas kronologis singkat dari dasar-dasar yang
digunakan Warga Meruya Sclatan dalam gugatan perlawanannya
yang melahickan sebuahk putusan perdamaian yang berhubungan
dengan kewenangan PPAT dalam Pengakihan Hak afas tanah di
Meruya Seclatan pasca Putusan Perdammian bagi para warga yang
tidak furnt melakukan gugatan perlowanan.

BABIV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan sarag,
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BABII
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Mengenai PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomwor 37 Tebun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pemsbuat akta Tanah. PPAT adalah Pejabat
Umum yang diberi kewensngan untuk membust aktg-skirn ofenitk mengenai
perbuatan hukum tertento mengenal Hak atas Tanah atau Hak Milik Ates Satuan
Rumab Susun; Daerab kerje PPAT termuat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah
No.37 Tahun 1998 yaitu suatu wilayab kabupaten/kotamadya.

Tidak seperti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
{fentang Pendofiaran Tanah, Peratiran Pemerintoh Nomor 10 tahun 1941 Hdak
secara tegas mengungkapkan mengenal arti dari PPAT sebagai Pejabat Umum
yang berfugas membantu pelaksanasn Pendafiaran Tanah; seperti yang tercantum
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tshun 196 bahwa setiap
perjaniian yang bermaksud memindabkan hak stas Tanah, memberikan sesuafo hak
baru atas Tanah, menggadaikan Tanah atau meminjam vang dengan hak atas Tanah
schagal Tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta vang dibuat oleh dan
dihadapan pejabat yang ditunjvk ofeh Menteri Agraria dao akia tersebut hentuknys
ditetapkan oleh Menteri Agravia™® dan sebagai pelaksanagn ketentuan Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 diterbitkan Peraturan Menteti Agyaria
Nomor 10 tahun 1961 tentang Pepunjulan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintzh Nomor 10 tshun 1961, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri
Agraria Nomor 10 tahun 1961 menyebutkan bahwa untuk setiap Kecamatan atau

]

Indonesia, Peratwran Pemeriviah  Nomor [0 tokun 1961 temteng Pendofiarar Tanah,
Lembamn Negam Nomor 28 tshon 1961, Tambzhen Lembaran Neggra Nomor 2344, Pasat 19,
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daerah yang disamakan dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini discbut

Kecamatan), diangkat scorang Pejebat vang berfugas membuat akta perianjian

yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peratoran Pomerintab Nomor 10 tahun 1961;

sedangkan yang dapat diangkat sebagai Pejabat tersebut adalah:

4. Motaris.

b. Pegawai-Pegawai dan bekas pegawal dalam Hoglungao Deparfemen Agraria
yang diangpap reempunyal pengetshuan yang cukup tentang Persturan-
Peraturan Pendaftaran Tanah dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan
persoalan peralihan hak atas Tanah,

¢. Para pegawai Pamong Praja vang pernah melakukan tugas sebagal seorang
Pejabat,

d. Orang-orang lain yang welah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri
Agraria’.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
telah disebutkan mengenai tugas PPAT, yaitu sebagai Pejabat yang berwenang
untuk membuat akta pemindaban hak milik atas satuan rumabh Susun dan akta
pembebanan hak Tanggungan atag satuan Rumah Susun; sehingga secara defacto
maupun dejure telah diakui kedudukan Pejabat yang berfugss membuat akia
tentang peraliban hak atas Tanah scbagai peiabat yang bertugas membaniu
jalannya Pendaftaran Tanah.

Pada tangpal § April 1996 berlaka Undang-Undang nomor 4 fahun
1996 tentang Hak Tangungan Atas Tanabh Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan 'canah, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menyatakan,
Pgjabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai Pejabat Umum, yzng diberi
wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas Tanah, akta pembebanan hak
atas Tanah dan akta pemberan kuasa membebankan Hak Tanggungan menpurot
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku, Undang-Umdang nomor 4 tahun

¥

Yndonesia, Peraturan Pemerintch Nomor 10 tahun 1951 tertang Pendafiaran Tanakh,
Lembaran Negara Nomar 28 talun 1961, Tambahen Iembaran Negara Nomor 2344, Pasal 3 ayat (1).
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1956 iersebut secara jelas telah menyebutkan status dan kedudukan PPAT sebagsi
Pejabat Umum,

Sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 10 tabun 1961 tentang
Pendafiaran Tanah, Pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997 telah mengundangkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah yang mulai
berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 fahun 1997 mensvaratken bahws
dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, PPAT melsksanskan tugss membantu
Kepala Kantor Perianahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendaflaran Tanzh.
Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tshun 1997 menyvatakan bahwa
dalam melaksanakan Pendafiaran Tansh, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh
PPAT dan pembat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu menurut Peraturan Pemerinteh ini dan Peraturan Perundang-undaogan
yang bersangkutan.®

Schubungan dengan itu, secara jelas pengertian PPAT termuat Pasal 1
angka 24 Persturan Pemerintah 24 tabun 1997 yang menyatakan bahwa Pejabat
Pembuat Akta Tanah adslab Pejabat umom yang diberi kewenangan untuk
membuat akia-akia tanah tertentu’ dan yang dimaksud depgan akia-akta tertentu
merupakan  akta-akia yang bentokaya diatur oleh Undang-Undang vang
bersangkutan, yaitu, akta pemindahan dan pembebanan Hak Atas Tanah dan Hak
Milik Atas Satuan Rumsh Susun, serta akta pomberian Kuasa untuk membebankan
Hak Tangpungan,

Pendaftaran  Tanah  merupskan  kegiatan Tata Usaha  Negarg,
scbagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka ¥ Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan PPAT dalam kegiatan
Pendaftaran Tanah adalah pembuatan akiz-akta Tanah tertentu sebagal yang
disebut dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tasggungan,
Akta-skia tersebut berfungsi sebagai somber data yang diperiukan dalam rangka

ihid, hal 6 ayat (2)
ihid., Pasal | angks 24,
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pemeliharaan data yang disimpan dikentor Perianahan. Maka kegiatan PPAT
merupakan kegiatan Tata Usaha Negara, yang dileksanakan berdssarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negars, PPAT adalah
Peiabat Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap PPAT berlaku jugs
ketentuan vang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara,'

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaflaran Tansh, menyecbutkan bahwa Peraturan Jabatan PPAT
schagattnany dimaksud pada ayat (1) distur dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri, !

Peraturan Pemerintah sebagai perwujudan Pasal 7 ayat (3} Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tashun 1997 tentang Pendafiacan Tansh adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1998 {Lembaran Negara Nomor
1998-52, Tambshan Lembaran Negara Nomor 3746). Sehagai Pelaksanaan
kefentvan-ketentuan vang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomwor 37 tahun
1998, pada tanggal 16 Mei 2006 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tefang Perafuran Jabatan Pefabat Pembuat Akta
Tanabh,

Pasal 1 angke 1 Peratiran Pemerinizh Nomor 37 tshur 1998
menyebutkan bahwa Pejsbat Pembuat Akta Tanah, selanjutnyva disebut PPAT
adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akia otentik

Indonesia, Undang-undang Nomer 5 tahun 1986, Tentang Peradifan Tala Usahe Negara,

u Pasal § aynt 2.

Indonesiz, OP.Cit,, Pasal 7 agat (3)
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mengenai perbuzatan hukum tertenty mengenat hak atas Tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.™

Ditinjau dari pengertian PPAT menurnt Peraturan Perundang-

undangan, dapat diketabui bahwa hakikat jabatan PPAT adalah:™

a.

PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi fugas dan wewenang kbusus
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta yang
wembuktikan, bahwa telah dilakukan di hadapannya perbuatan hukum
pemindahan hak atas Tapah, ateu hak milik atas satwan Rumab Susun dan
pemberian hak atas Tanah;

Akta yang dibuatnya adalah akta yang otentik, yaug hanya PPAT lah vang
berhak membuatuya;

PPAT adalah pejabat Tata Ussha Negara, karena tugasnya di bidang
penyelenggaraan Pendafiaran Tanah yang merupakan kegiatas di bidang Tata
Usaha Negara;

Akta PPAT buken surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negar, karena akta
adalah relaas, yaitu suatu Japoran tertulis darl pembuat akta bernpa pernyataan
mengenai telah dilakukennys olch pihak-pihak terdentu suatu perbuatan hubom
di badapannya pada svatu wakta yang discbut dalem akia yang bersanghkutan;
Yang merupakan keputusan PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalab
keputusan menolak atsu mengabulkan permohonan pi}am:»pﬂlak yang datang
kepadanya untuk dibuatkan akia mengenai perbuatan hukum yang mereka
akan lakukan di hadapannya. Memberi keputusan menolak atau mengabulkan
permohonan tersebut merupaken kewatiban PPAT. Dalam hal syaratnyva
dipenubi wajib ia mengabulkan permohonan. Sebaliknya dalam hal ada syarat
tidak dipenubi PPAT wajib menolak. ’

| ¥4

Indonesia, Peratrran Pemerintah Nomor 37 takur 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Abia Tanak, 1embaran Negars Nomor 1998-52, Tambaban Lembaras Negara Nomor 3746.

13

Hoedi Harsono., Hukem Agravia Indonesie Himpunan Peraturan Sukum Tanakh, Diambatan,

Jekarta: 1994, hal 4R5.
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Tugas dan wewenang pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian
kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta yang sifainya Otentik sebagai
bukti telah dilakukannya kegiatan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
Tanah atau hak milik atas satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi
Pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
Hukum tersebut. 4.P. Parlindungan menyatakan bahwa tugas PPAT adalah
melaksanakan suatu recording of deeds of conveyance, yaitu suatu perekaman
pembuatan akta Tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan jaminan dengan hak
atas Tanah sebagai Hak Tanggungan, memberikan hak baru di atas sebidang Tanah
(Hak Guna Bangunman di atas Hak Milik atau Hak Pakai di atas Hak
Milik)ditambah membuat surat kuasa memasang Hak Tanggungan.'*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
mensyaratkan bahwa penjualan atas satuan Rumah Susun wajib dilakukan
dihadapan PPAT yang bertugas membuat akta jual beli tersebut. Jual beli tersebur
diikuti dengan Pendaftaran Pemindahan Hak pada kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Demikian pula balnya dengan ketentuan Pasal
1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
memberikan wewenang kepada PPAT untuk membuat akta pemindahan hak atas
tanah, akia pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan
Hak Tanggungan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998
tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah
dengan membuat akta yang berhubungan dengan Tanah atau Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun sebagai bukti yang bersifat Otentik bahwa telah dilakukannya
perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumahr
Susun yang akan dijadikan sebagai dasar Pendaftaran, perubahan data Pendaftaran
Tanzh yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Kegiatan Pendaftaran Tanah

14

A P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia berdasarkan PP No.24 tahun [997,
(Mandar Maju, Bandung: 1999), hal 83.

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



18

yang ditakukan oleh Pemerintah menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria, meliputi:

a
b.

<.

Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan Tanah;
Pendaftaran hak-haek atas Tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
Pemberian surat tanda hokt hak, yang berlaks: sebagai alat pembuktian yang
kuat.
Kepiatan Pernddaftaran Tanah dalam Pasat 19 ayat (2) UUPA dijabarkan

Iebih lanjut dalam Peraturan Pemerinizh No, 24 Tahun 1997, yaifu:
3. Kegiatan Pendaftaran Tanah ustuk pertama kali (Upzer ataw Inivial

Registrarion). Yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali
menucut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintsh No. 24 Tahun 1997, adalah
kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakakean terhadap objek Pendaftaran Tanah
yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemgrintah No. 10 Tahun 1961
atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematik dan
Pendaftaran Tanah secars sporadikPendaflaran Tanah sccara sistematik
dilakukan secara massaal, ada vang dilaksanakan atas infstatif dari Pemerintah
dan ada yang atas swadaya masyarakat (inisiatif dari pemegang hak atas
Tanah). Pendafiaran Tansh sccara sistematik dilakukan melalui Ajudikasi,
yang dalam pelaksanasnnya dibentuk Panitia Ajudikasi oleh Kepala Badan
Pertanshaa Masional untizk Pepdaftaran Tanah secara sisicmatik atas inisiatif
dari Pemerintah, atae Kepala Kantor Wilaysh Badan Pertapahan Nusional
Provinsi yang ditunju: oleh Kepala Badan Pertanzhan Nasional untuk
Pendafiaran Tanah secara sistematik alas swadays masyarakat (inisiabf dari
pemegang hak atas Tanah). Pendaflaran Tanah secara sporadik dilaksanskan
atas perminiaan pihak yang berkepentingan, ada yang bersifat perscorangan
(individual), dan ada vang bersifat massaal. Kegiatan Pendaflaran Tanah untuk
pertama kali, meliputi;
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a).Pengumpulan dan pengolahan data fisik.Untuk keperluan pengumpulan dan

pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Kegiatannys, meliputi:

1) Pembuatan peta dasar Pendaflaran;

2) Penetapan batas bidang-bidang Tanah;

3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang Tanab dan pernbuatan peta

Pendaftaran;

4} Pembuatan daftar Tanah;

5) Pembuatan surat ukur.
b)Y.Pembuktian hak dan pembukuannya. Kegiatannya, meliputi:

1}. Pernbuktian hak banz

2). Pembuktian hak lama;

3}. Pernbukuan hak,
¢). Penerbitan sertipikat.
d). Penyajian data fisik dan data yuridis.
e). Penyimpanan dafiar v dan dokumen,
Kepiatan pemeliharaan  data  Pendaflaren Tanah  (Bifkouding  atau
Maintenance). Yang dimaksud kegiatan pemeliharaan data Pendafiarsn Tanah
menurut Pasal | angka 12 Peraturan Pemerdntah No. 24 Tahua 1997, adalah
kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data vuridis
dalam peta Pendafiaran, dafiar tanah, daflar pama, suret aker, buku tansh, dan
sertipikat dengan perubahan-perabahan yang terfadi kemudian. Pemeliharaan
data Pendaftaran Tanah dilakokan apabila tegadi perobaban pada data Ssik
atau data yuridis obiek Pendaftaran Tanah yang telah terdafiar. Pernegang hak
yang bersangkuian wajib mendaflarkan perubaban data fisik atau data vuridis
tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
dicatat dalam buku Tanah, Kegiston pemcliharaan data Pendafizran Tanah,
terdiri atas:
a). Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Kegiatannys meliputi:

1). Pemindahan bak;
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2}. Pemindahan hak melalui lelang;

3). Peralihan hak karena pewarisan;

4). Peraliban hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau
koporasi;

5). Pembebanan hak;

6). Penolakan Pendafiaran peralihan dan pembebanan hak;

Pendafiaran perubshan data Pendaflaran Tanah, Kegiatannya, meliputi:

1). Perpanjangan janpgka wakta hak atas Tanah;

2}. Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang Tanak;

3). Pembagian hak bersama;

4), Hapusnya hak atas Tanzh dan Hak Milik Atas Satzan Rumah
Susun,

5). Peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan;

6). Perubahan date Pendafiaran Tansh berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan;

7. Perubahan pama,

8. Peratihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahasn, dan perbusitan hukum pemindahan hak lainnya;

9}, Peralihan hak karena pewarisan;

10). Peraliban hak karena penggabungan atau pelebuman perusahaan
atan koperasi;

11). Pembebanan Hak Tanggungan;

12}, Peralihan Hak Tanggungan;

13}, Hapusnya hak atas Tanab, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan;

14). Pembagian hak bersama;

15). Perobahan data Pendaflaran Tanah berdasarkan  putusan
pengadilen atau penetapan Ketua Pengadilan;

16). Perubahan nama akibat pemegang hek yang ganti nama;

17}, Perpanjangan jangka wakty bak atas Tanah.
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18). Pemecahan bidang Tanah;
19). Pemisahan scbagian atau beberapa bagian dad bidang Tanah;
20). Pengpabungan dua aiau lebih bidang Tanah.

Dari dua macam kegiatan Pendaflaran Tanab, yaitu kepiatan
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran
Tanzh sebagaimena ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
maka kepiatan yang menjadi tugss utama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
adalah pada kegiatan pemeliharaan data Pendaflarsn Tansh. Pada kegiatan
pemeliharaan data Pendaflaran Tansh terdapat perbuatan hukum mengenai hak atas
Tangh atau Hak Milikk Atas Satuen Rumah Susun, berupa pemindaban hak,
pembagian hak bersavaz, pembebanan Hak Tanggungan, pemberian Hak Guna
Bangunan/Hgk Pakai atas Tansh Hak Milik, dan pemberian kuasa membebankan
Hak Tanggungan. Dalam perbustan hukumn mesgenai hak atas Tanah atan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun dibutubkan bantuan Pejabet Pembuat Akta Tanah
{PPAT) untuk membuat akta.

Perbuaten Hukum dalam bidang Pertanahan yang harus dibukitkan
deagan akta PPAT adalah sebagai berikut:”
a2 Jual Beli;

Tukar Menukar;
Hibal
Pemasukan ke dalam perusabaan (iobreng);
Pembagian bak bersama; ‘
Pemberian Hak Guaa Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
Pemberian Hak Tanggungan;
Pemberian kuassa membebankan Hak Tanggongan,
Tugas PPAT dalam membuat akta yang berkaitan dengan Pertanshan
dalam rapgks pemeliharasn data Pendafiaran Tanah,antara lain yaitu:

oo o

oo rhon

i3

Tndenesia, Op.cit., Pasal 2 ayst {2).
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a. Sebelum melaksanskan pembuatan akiza mengenai pemindshan atau

pembebanan hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT

wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Perianahan

Kabupater’ Kota setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas Tanah atau

Hak Milik Atas Satoan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daflar

yang ada i Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat dengan

memperiihatkan sertipikat asli. :

PPAT hanya dapat menandaiangani akta pemindaban hak atas Tanah atau Hak

Milik Atas Satuan Rumah Susun pada saat waiib pajak menyerahkan bukti

pembayaran pajak berupa Surat Seforan Bea Perolehan Hok Atas Tanah dan

Bapgunan (SSB), bukii pelunasan pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) atap

SSP serta bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Banguman) tahun yang

berjalan.

PPAT waiib menjelaskan kepada calon penerima hak dalam pernindahan hak

atas Tanah atau Hek Milik Atas Satvan Rumash Susun mengenai Surat

Pernyatasn yang menyatakan bahwa :

1), Yang bersangkutan dengan pemindahan hek tersebut tidak menjadi
nemegang hak sies Tanah yeng melebihi  kefenfusn maksimum
peonguasaan Tapah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlakug

2). Yang bersangkutan demgan pemindaban hak tersébut tidak menjadi

. pemegang hak atas Tanah absentee (guntat) menunst ketentuan Peratuman
Peru adang-nndangan yang berlaku;

3). Yang bersangkutan menyadari babhwa apabila peryatasn sebagarmana
dimaksud pada 1 dan 2 tersebut tidak benar, maka Tanah kelebiban atau
Tanah absentee fersebut menjadi objek landreform;

4). Yang bersangkuten bersedia menanggung semua akibat hukemnya
apabila pernyataan sebagaimena dimaksud pada 1 dan 2 tidak benar,

PPAT wajib membacekan skia kepada para pihak yang bersangkutan dan

memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur
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Pendafiaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang
berlaku.
PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang
diperlakan untuk keperluan Pendaaran pemindahan dan pembebanan Hak
Tanggungen atas hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
vang bersangkutan kepada Kantor Pertanshan Kabupaten/Kofa setempat
selambatlambatiya 7 {tujuh) hari keriz sejak ditandatanganinya akta yang
bersangkutan,

PPAT dalam melaksanakan tugasnya harus mandiri dan tidsk memihak

kepada suiah satu pibak. Jrawaen Soerodic menyatakan bahwa jabatan PPAT
merupakan suatu profesi yang mandixi, yaitn:'®

&

Mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan mendapat kewenangan dari Pemerintah melalui Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional untuk membuat akta
permindzhan hek dan pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah yang
merapakan alat buktl yang otentik;
Mempunyai tugas schagai recording of deed conveygnce (perckaman dari
perbuatan-perbuatany sehingga wajib mengkonstatir kehendak para pihak yaog
telah mencapzai suatu kesepakatan di antara mereka;
Menpesahkan suaty perbustan hukum diantara pava pihak yang bersubstansi
mengesabkan tanda tangan pihak-pibkak yang mengadaken perbuaian hukum
dan menjamin kepastian tunggal penandatanganan akta,

Untuk melaksanakan tugas pokok FPAT, yaitu melaksasakan sebagian

kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagal bukt yang bersifat
Otentik babwa telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas Tanah
yang akan dijadikan schbagai dasar Pendafiaran Tamah dan perubshan data
Pendaflaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu; seorang PPAT
memiliki kewenangan untuk membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan

1%

trawan Soevodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tenoh & Indonesia, {Arkola, Surabaya,

Februari: 2003), bal 149-150
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hukum sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
37 tahun 1998, Akta Otentik tersebut mengenai hak ates Tanah dan hak milik atas
satuan Rumah Susun vang terietak dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan,
Ketiga macam PPAT yang ada (PPAT, PPAT-Sementara dan PPAT Khusus)
memiliki kewenangan yang berbeda dalam pembustan akia PPAT yang sifamya
Otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Baden
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerinizh Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pgjabat Pembuat Akia Tangh,

Posal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 twehun 1998 menyebutkan
bahwa PPAT diangkat oleh Menten, dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah
Menteri yang bertanggung jawab dibidang AgrariaKepala Badan Pertanghan
Nasional. Untuk dapat diangkat sebagai PPAT, maka yang bersangkutan terlebih
dahuin harus lulus gjian PPAT yang disclenggarakan oleh Badan Partanshan
Nasional Republik Indonesta sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan
Kepala Badan Pertanzhan Nasiona! Nomor 1 tahun 2006, Syarat-syarat Ustok
dapat diangkat sebagai PPAT antara lain adalah sebagai berikut:'’

z.  Berkewarganegaraan Indonesia;

b. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh tahun);

¢. Berkelakuan baik yang dinyatskan dengan surat keterengan yang dibuat oleh
instansi Kepolisian seterpat;

d. Belum pernab dihukum penjera karena melskukan kejabatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¢. Sechat jasmani dan rohani;
Lulusan program spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;'®

" tedonesia ,Op.cit., Pasal 6.
18 Pasal 15 ayat (2) huraf g Peraturan Kepala Badan Pertanshan Nasionzl Nomeor 1 tahun 2006
menyatakan balwa fulusan Progran Magister Kenotariatan dapat diangkat sebagai PPAT,
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g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Nepara Agraria / Badao
Pertasahan Nasional;"?

PPAT diangkat wntuk daerah kerja terteniu vaitu wilayah Kantor
Pendaftaran Tanah tertentu (di daerah Kabupaten/Kofamadya tertentu yang
merpakan daerah Kerja Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya) yang
merupakan dacrzh kerjanya.

Schelum melakukan tugasnya, PPAT terlebih dahulu dilakukan
pelantikan yang difaksanakan olch Kepala Kantor Pertanahan Setempat (Kepaia
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya). Pelantikan
dilsksanakan dengan mengangkat sumpah jabatan PPAT dikadapan Kepala Kantor
Pertanahan setempat dan didampingi oleh Rohaniawan.*®

Menurut Pasal 12 ayat (1) dan {2) Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998, daerah kerja PPAT adalab satu wilayah Kerja Kantor Pertanghan, yajtu
di daerah Kabupaten/Kotamadya, untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang
sebagai PPAT di daemh kerjanya, maka harus diperhetikan mengenai Formasi
Jabatan PPAT. Sesuai ketentuan Posal 14 ayat (2) Peratiran Pemerintah Nomor 37
tahup 1998, spabila formasi PPAT untuk suaty daersh kerja PPAT sudah
terpenuhi, maka Menieri menctapkan  wilayah tersebut  tertutup  untuk
pengangkatan PPAT. Dengan adanya penectapan formest pada suatu daerah
Ksbupaten/Kota skan dapat dibatasi pencmpatan PPAT pada suatu daeral,
schingga decrah lain yang masih ter;edia lowongan bagi PPAT dapat diisi.

Selain tugas dan kewenangan yang dimiliki PPAT berdasarken Undang-
Undang, ada lagi lain-lain kewajiban-kewajiban, antara lain sehubungan dengan
sifat akta PPAT yang otentik, PPAT memiliki kewajiban menolak untuk membuat
akta jika:"" |

1 Pasal 11 ayat (3} Peraturan Kepala Badan Pertanashan Nasional Nomer | tahu 2006
menyatakan bahwa Ujian dimaksudkan untuk mengisi formasi PPAT di Kebupaten/Kota yang
formasi PPATnys belum terpenubi.

= bid.,, Pasal 33.

2 indonesia, Peraturan Penerintah nomer 24 rabun 1997 Temtang Pendofioran Tanch, Pasal
39.
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8. Mengenal bidang Tanah yang sudah terdafiar atau hak milik ates sstvan
Rumah Susun, kepadanya tidek disampaikan serfipikat asli hak yang
bersangkutan atau sertipikat vang diserahkan tidak sesuai dengan daftac-dafter
yang ada di kantor Pertanahan;

b. Mengenal bidang Tanah yang belura terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1) Surat bukti sebagaiman dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atan sorat
keterangan Kepala Deso/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai bidang Tanah tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2);

2) Surat ketcrangan yang menyatekan behwa bidang Tanah yang
bersangkutan belum berseriipikat dari Kantor Pertanahan atan untuk tanah
vang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari
pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala
Desa/Kelurahan. ‘

¢. Salah satu astzu para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum vang
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimena dimaksud dalam Pasal 38
tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untok bertindak demikien; atan

4. Salah satu pthak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuass mutlak
yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;atan

¢, Untuk perbuatan haamn yang akan dilakuksn belum memperoleh izin pejabat
atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut
Peraturan Perundang-undangan;atau

£ Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai
data fisik dan atau data varidis;atat

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yvang ditentukan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Penolakan untuk membuat akta tersebut oleh PPAT wajb diberitahukan
secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai dengan alasan-
alasannya, Disamping kewajiban tersebut diatas, PPAT juga berkewajiban untuk
selambat-lambatnya 7 (tujuh} hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang
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bersangkutan, menyampaiken akta yang dibuasinys kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat untuk didaflarkan. PPAT wajib  menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada para pihak yang bersanghkutan mengenai telah

disampaikannya akta yang dibuat oleh PPAT untuk didaftar pada Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun

2006 menyebutkan Kewajiban bagi PPAT antara lain:

a.  Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Indang Dasar 1945, dan Nepara
Kesatuan Republik Indonesia;

b, Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpsh jabatan sebagai PPAT;

¢. Menyampaikan laporan bulanan mengenal akta yang dibuainya kepada Kepala
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya;

4. Menyerabkan protokol PPAT dalam hal;

1). PPAT yang berhenti menjabat sebagatmana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
{1} dan ayat (2) kepada PPAT di daerah kerjanya atau kepada Kepala
Kantor Pertanahan;

2). PPAT-Sementara yang berhenti scbagai PPAT-Sementara kepada PPAT-
Sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan;

3). PPAT Khusus yang berbenti schagai PPAT Khusus kepada PPAT khusus
vang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan,

¢. Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibukiikan
secara sah;

f. Membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti atan
hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam keria kantor
Pertanahan setempat;

g. Berkantor banya di 1 {satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pengangkatan PPAT;, t
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h. Menyammpaikan alamat kantornya, contoh tanda fangan, contoh parafl dan

foraan  capfsetempel  jabastannya kepada [Kepala Kanfor Wilayah,
Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanaban
yang wilayahnya meliputi dacrah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu
I {satu) bulan seiclab pengambilan sumpah jabatan;

Melaksanskan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah Jabatan;
Memasang papan nama dan menggunskan stempel yang bentuk dan
ukurannya difetapkan oleh Kepala Badan;

k. Lain.Jain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Selain kewajiban menurat Peraturan Penundang-undangan, PPAT juga

mendapatkan hak sesuai dengan yang diatur dadam Peraturan Perundang-undangan;
menurut Pasal 36 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Womor 1 tahun
2006, hak-hak PPAT antara lain;

a.

b.

Cuti;
Memperoleh uang jasa (hoporasinm) dari pembustan akia sesual Pasal 32 ayat
{1} Peraturan Pemerintal Nomor 37 tahun 1998;
Memperoleh informasi seria perkembangan Pemturan Perundang-undangan
Pertanahan;
Mesmperoleh  kesempatan untuk  mengajukan pembelaan diri  sebelum
ditetapkannya kepitusan pemberhentian sebagai PPAT.

Permohonan cuti sebagaimana tersebut diatas diajukan secara tertulis

kepada Pejabat vang berwenang yaitu:

2.

b

c.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk permohonan cuti
kurang dari 3 (tiga) bulan;

Kepala Kantor Wilayah Badan Perianghan Nasiomal Propinsi untuk
permohonan cuti 3 (tige) bulan atau lebih tapi kurang dard 8 {enam) bulan;
Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk permohonan cuti yang lamanya 6
{enam) bulan atau lebih.
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Sedangkan mengenai Pelaksanaan Jabatan PPAT, dalam waldu 1 (satu)
bulan setelah pengambilan sumpah jabatan, PPAT wajib:2

a. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan
teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati’Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
i, Ketna Pengadilan Negert, dan Kepala Kantor Pertanaban vang wilayabnya
meliputi dacrah kerja PPAT yang bersangkutan;

b. Melaksanakan jabatannya secara nyata,

PPAT dalam melaksanskan jabatannya wajib berkantor hanya pada 1

(satw} kantor dalam dacrah keganya sebagaimans ditctapkan dalam keputusan

pengangkatanya aten penunjukan dart Kepala Badan atau pejabat yang &Ethjuk_”

Dalam hal PPAT merangkap jabatan scbagai Notaris, maka Kautor tempat

melaksanakan fugas jabatan sebagai PPAT wajib di tempat yang sama dengan

kantor Notarisnya.
Pelaksanaan jabatannya dalamm rangka pembuatan akta, maka akla

PPAT tersebut dibuat dalam bentuk asti datam 2 (dua) fembar, yaita:?*

a Lembar pertama sebanyak 1 (safu) rangkap disimpan oleh PPAT vang
bersangkutan, dan;

b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih memurut banyaknya hak
atas Tansh atms Hak Milik atas Satwan Rumash Susun yang meniadi Objek
perbuatan Hukum dalam akts, yang disampaikan kepada Kantor Pertanaban
untuk keperluan Pendaftaran atau dalarn hal akta tersebut mengenat pemberian
kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa
untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-
pibak vang berkepentingan dapat diberikan salinannya,

x

3

Ay

Indonesia, Peraturan Pepperintah nomor 37 luhun 1998 tentang Peraturan jobaan Pygabat

Fembuat Akia Tangh., Pasal 19,
Indonesia, Peroturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tafun 2006, Pasal 46

Indonesia, Loc.oit, Pasal 21 avat (3)
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Akta PPAT harus dibacakan/dijelacskan isinya kepada para pihak
depgan dihadiri oleh sckurang-kurangnys 2 {dua) orang saksi sebelum
ditandatengani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. PPAT
dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, svami atau isterinya, keluarganya
sedarah atau semenda, dalam garis Iurus tenpa pembatasan deraiat dan dalam garis
ke samping sampai dergjat kedus, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang
bersangkuian, baik dengan cara bertindak sendivi maupun melalui kuasa, atan
menjadi kuasa dari pihak lain; hal ini sesual ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tabun 1998,

PPAT wajib membuat daftar akia yang dibuatya dengan mengganakan
1 (satu) buku dafiar akta untuk scmua jenis akia yang diboat PPAT tersebut, yang
di dalamnya dicantumkan secara berurut nomor semua akta yang dibuat berikut
data lain yang berkaitam dengan pembuatan akia. Sctiap bulan, PPAT wajib
mengirim laporaa bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari beku
daflar akta PPAT kepada Kepala Kantor Badan Pertanshan seiempat dan kantor-
kantor lain sesusi ketentuan Undang-Undsng atau Peraturan Pemerintsh yang
berlaku (misalnya pada instansi perpajakan) sclambatdambatnys tanggal 10 bulan
berikutnya.

Sesuat ketentuan Pasal 27 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998, bagi PPAT yang berhenti menjabat karena alasan yang dimaksud pada
Pasal 8§ ayat (1) buruf b, dan d yaitu karena telah mencapai usia 65 (enampuluh
lima} tshun atau diangkat dan mengangkat sumpah jabaten atau melaksanakan
tugas sebagai Notaris dengan terapat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya dacrah
tingkat I yang lain davipada daersh kerjanya ssbagai PPAT atau diberhentikan
oleh Menteri, maka diwajibkan menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT di
daerah kerjanya.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksansan tugas PPAT
dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat
{2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006; pembinsan
dan pengawasan PPAT dalam pelaksanaennya dilskukan oleh Kepala Badan,
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Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan selempat.Pasal 66 ayat {1}
Peraturan Kepala Badan Pertanshan Nasional menyatakan bahwa Pembinaan dan
Pengawasan terhadap PPAT yang dilekukan oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional itu meliputi;

&

b.

Memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
Memberikan arshan pada semua pemangku kepentingan yang berkaitao
dengan ke-PPAT-an;
Melakukan pembinaan dan pengawasan atas organisasi profesi PPAT agar
tetap berjalan sesuai dengan arah dan tuivanya;
Menjalankan tindakan-tindakan lain yeng dianggap perlu untuk memastiken
pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya;
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan dalam rangka
menjalankan kede etk profesi PPAT.

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT olch Kepala Kantor

Wilayah Pertapahan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Persturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional terscbut diatas adalah meliputi:

a.

Menyampaikan dan menjelaskan kebijaken dan Peratwan Pertapahan serta
petuniuk teknis pelaksavaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala
Badan dan Peraturan Perundang-undsngan lainuya;
Membantu melakukan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan Peraturan
Perundang-undangan Pertanshan afay petunjuk tehnis;
Secara periodik melakukan pengawsssn ke kantor PPAT guna memastikan
ketertiban adminisirasi, pelaksanaan tugas dan kewsjiban sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan ke-PPAT-an.

Sedangkan, permbinasn dan pengawsan terhadap PPAT yang dilakukan

oleh Kepala Kaator Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai ketentoan Pasal 66 ayat (3)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tabun 2006 adalah sebagai
berikut:
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a. Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan Peraturan
Pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan ftugas PPAT yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan dan Peraturan Perundang-undangan;

b. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada
PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat
untuk digunakan sebagai dasar Pendaftaran haknya;

¢. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

Sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta dibidang

Pertanahan, akta-akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan

data Pendaftaran Tanah. Fungsi akta yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai bukti

bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Akta PPAT
merupakan akta otentik; dalam pengertian awam, akta otentik adalah baik akta
yang asli maupun fotokopi asal ada stempel instansi tertentu. Namun, secara

yuridis, yang dimaksud sebagai akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868

KUHPerdata adalah suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh

Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berwenang

untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Dari rumusan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut terdapat 3 (tiga) hal
pokok agar suatu akta dapat dikwalifikasikan sebagai akta otentik, yaitu:

a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentvan Undang-Undang (Peraturan
Perundang-undangan);

b. Dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum;

c. Pembuatan akta tersebut di wilayah kewenangan Pegawai Umum.

Dalam penjelasan umum angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 4
tahun 1996, dijelaskan bahwa akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta
otentik. Dengan dinyatakan PPAT oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut
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sebagai Pejabat Umum, maka diakhiri keraguan mengenai penamaan, status

hukurn, tugas dan kewenangan para pejabat tersebut.”

Dalam implementasinya, ketiga hal pokok tersebut harus ada atau
nampak dalam setiap pembuatan akta PPAT agar akta tersebut memiliki bobot
sebagai akta Otentik, untuk itu harus dilakukan antara lain:

a. Akta PPAT menggunakan blanko yang sudah dicetak oleh Pemerintah dan
PPAT dilarang membuat Akta tanpa menggunakan blanko akta cetakan
Pemenntah tersebut serta bentuk, isi dan cara pembuatan akta PPAT diatur
oleh menteri (sesuai ketentuan Pasal 38 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomeor
24 tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah);

b. PPAT dalam menjalankan tugas membuat akta, ditinjau dari aspek Yuridisnya
adalah mengesahkan adanya keinginan para pihak untuk membuat perjanjian
(bentuk) khusus. Oleh karenanya berdasarkan rumusan “Otentik” menurut
Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa keinginan tersebut dituangkan dalam bentuk
akta yang dibuat dihadapan PPAT;

c. Apar Akta PPAT memiliki bobot otentik, pembuatannya harus dilakukan
diwilayah kewenangan PPAT yang bersangkutan.

Secara Hukum , Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna;
Akta Otentik memberikan kepada para Pihak termasuk Ahli Warisnya atau orang
yang mendapat hak dari para Pihak tersebut suatu bukti yang sempurna tentang apa
yang dinyatakan dalam akta tersebut. Dengan demikian barang siapa yang
menyatakan bahwa akta otentik tersebut palsu, maka ia harus membuktikan tentang
kepalsuan akta tersebut. Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian baik Iahiriah,
formil dan materiil.

Bila akta yang dibuat di hadapan PPAT ternyata dikemudian hari
terbukti mengandung cacat yuridis yang semata-mata disebabkan karena kesalahan
PPAT tersebut, sehingpga akta tersebut kemudian dinyatakan tidak otentik atau
tidak sah, maka PPAT vang bersangkutan haruslah bertanggung jawab kepada

25

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpuran Peraturan Hulum Tanah, Djambatan,
Jakarta: 1994 hal 178.
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Pemerintah (tanggung jawab administeatip) maupun bertanggung jawab kepada
paca pibak yang bersangkutan.

Sesuat ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997,
bentek sanksi Administratif yang bisa dijatubkan kepada PPAT adalah mulal dad
perngatanfeguran terfulis hingga pada pernecatan, Seé.angkan bentuk tanggung
jawab terhadap para pihak yang bersangloutan bisa berupa pembayaran ganti rugi
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, disamping saoksi Pidans penjara apabila
PPAT tersebut membuat atau membantu melakukan pemalsvan dalam akiz yang
dibuataya. Pemalsuna yang seringkali tefadi adalah pernalsvan para pihak vang
melakukan transaksi maupun pemalsuan data objek perjanjian.

Ialam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor I fabun 2006 mensyaratkan untuk menjags martabat dan kehormatan
profesi PPAT, wajib dibentuk orgamisasi profesi PPAT. Organisasi profesi PPAT
sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 tehun 2006 felah menyusun Kode etik Profesi PPAT scbagat
pedornan bersama untuk pengembangan profesi FPAT.

Kode etik profesi PPAT merupakan atursn-aturan dan pedoman vang
harus ditaati, yang mengatar tingkah laku lahiriah, mavpun sikap batiniah, baik
dalam rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku schar-hari datam
kehidupan bermasyarakat.”®

Organisasi Profesi bagi PPAT di Indonesia saat ini adeluh Ikatan
Pejabat Pembuat Akia Tanah (JPPAT). IPPAT merupakan perkwmnpulanforganisasi
bagi para PPAT. IPPAT berdin sejak 24 September 1987 dan Keputusan Menteri
Kebakiman Republik Indonesia tanggal 13 April 1989 Nomor.C.2.3281. HT.01.03
tahun 1989, menegaskan sehagai Badan Hukum yang zm:mpakan safu-satunya

24

Hutagalong, Ade Tebaran FPemikiran Sgpmitwr Masalah Huekum  Tangh, lembaga
Pemberdayann Hulcum Indonesja, Jakarta: 2605, Halaman 1.
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wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang mengaku dan menjalankan
tugas jabatan selaku PPAT yang menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum.
Tfntuk menegakkan pelaksanaan Kode etik Profesi PPAT, IPPAT
memiliki Majelis Kehormatan, yang merupakan suatu badan atau lembaga yang
berdiri sendiri dan bebas dari keberpihakan yang berada pada lingkungan IPPAT,

Majelis Kehormatan memiliki tugas dan/atau kewajiban sebagai berikut:
Melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban mavpun pembenahan;

b. Berwenang memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan, sanksi atan
hukuman kepada seseorang anggota perkumpulan yang melakukan
pelanggaran kode etk profest;

¢. Sanksi atau hukoman oleh Majelis Kehommatan Daerah kepada anggota
merupakan tingkat pertarma, sedangksn sanksl atau hukuman oleh Maijelis
Kehorroatan Pusat kepada anggota merupakan tingkat ierakhir yang bersifat
Final,

Catar Tertib Partanahan

Dalarm  ers pembangunan, khusosnya pembangunan di  bidang
Pestanahan, maka sasaran pembangunan di bidang Pertanahan adalah terwujudnys
Catur Tertib Pertanahan yang meliputi >
1. Tertib Hukum Pertanzhan

ewasa Ini banyak sckali terjadi penguasasan, pemilikan dan
penggunaan Tanah oleh orang perorangan dan Badan Hukum yang tidak sesuai
dan bertentangan dengan Peraturap Perundang-undangan Agraria yang berlaku
yvakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 beserta Peraturan pelaksanaanya.
Termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran ini antara lain:?®
a.  Ingtansi Pemerintab yang menguoasai tanah tanpa dilandasi sesuatu hak,
schingga sering timbul sengketa mengenai penguasaan atas Tanah;

2 Ali Achmad Chomzab; Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia) Jilid I; (Jakarta, Prestasi
mPustakarya, 2003 ); hal 71,

1bid., Wl 72,

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



d

36

Penguasaan tanah pertanian secara melampaui batas yang diperbolehkan

atau absentee yakni Tanah-Tanah diluar kecamatan fempat tinggal dari

pemilik atau penguasa tanah pertanian tersebut;

Penguasaan tanah yang berkedok jual beli Tanah diluar Prosedur yang

berlaku (seperti jual beh Tanah tidak di hadapan PPAT);

Penguasaan tanah tanpa hak, k
Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Peratvran Perundang-

undangan Agraria vang berlako ini disebabkan karena Peraturan Perundang-
undangan Agraria fersebut belwm dipahami sepenuhnya oleh masyvarakat
Adanya penguasaan, pemilikan dan mutasi-mutasi (pemindshan hak) Tanah
yang tidak sesual dengan Peraturan Perundang-undangan Agratia yang berlaku

sehingga menimbulkan keguncangan ekonomi terutama di wilayah pedesaan.”

Keadaan tidak terttbnya bidang hukum Pertanghan dimaksud dapat

terjadi karena:™®

a.

Belum dipahami Peraturan Perundang-undangen agraria oleh sebagian
masyarakat Indonesia;
Kurang penerangan / Penyuluhan tentang arti pentingnya hak-hak atas
tanah, hak dan kewajiban anggota masyarakat terhadap tanah;
Kurang pengawasan terhadap pelaksanaan hukuom;
Adanya unsur kesengajaan dari sementara oknum, karena didorong oleh
hasrat untuk roengadakan spekulasi dap manipulasi di bidang Pertanahan;
Kurang tegesnva pelaksanaan sanksi hukom terhadap pelanggaran-
pelanggaran hukum;
Sebagian besar hek atas tanah belom didafarken di kantor Perfanahan
Kabupaten / Kola.

Alas keadaan tersebut, maka usaha untuk mewujudkan fertib hukum

pertanghan, perlu segera diambil langkah-langkah:®!

31

Thid,, hal 72,
1bid,, hal 12,
Ibid,, hal 73,

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH Ul, 2009



37

Mengadakan penyuluhan/pencrangan kepada masyarakat mengepai tertib
hukum Pertanahan;
Mengenai sanksi hukum atas pelangparan-pelanggaran yang terjadi;
Meningkatkan pengawasan intern pelaksanaan fugas keagrariaan;
Tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyelewengan;
Kebersamasn mengadakan introspeksi.

Dengan vsaha-usaha tersebut diatas, dihargpkan akan terwujud fertib

hukum Pertanahan yeng akhiraya tercipta kepastian bukum Perianahan dan hak-

hak serta penggunaannya.
2. Tertib Administrasi Pertanshan

Masyarakat di Indonesia dewasa ini belum sepenubinys merasakan

polayanan vang baik dan maksimal dari pejabat/aparat Pertanahan. Hal ind
menimbulkan msa enggan pada masyarakat untuk mengurus bhak atas Tanah.
Untuk itu maka periu diciptakan keadaan dimana Administrasi Pertanzhan haras
dijalankars dengan tertib yang dikenal dengan istilah tertib administrasi
Pertanahan. Yang disebut tertib Administrasi Pertanahan adaluh merupakan
keadaan dimana:™

a.

Untuk setiap bidang Tanah telal tersedia ketentuan mengenai aspek-aspek
datz fisik, penguasaan dan pepggunaan Tapah, fenis hak dan kepastizn
hokumnya yang dikelola dalam sistem informasi Pertanahan yang lengkap;
Terdapat inckanisme prosedur, tata ketja pelayanan di bidang Pertanahan
yang sederhana, cepat, murah, berloku wmum, tetapi menjamin kepastian
hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten;
Penyimpanan warkah-warkah yeng berkaitan dengan pemberian hak dan
pemanfaatan Tanah dilaksanakan secara tertib.

Untuk mewujudkan keadaan tertib administrasi Pertanshan maka

langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:®

#bid, hal 74.
Toid, hal 73.
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a. Tata cara penyelesaian pemilikan hak atas Tanah sampai penerbitan sertipikat
harus sederhana dan lancar, dengan biaya relatif terjangkau (murah);

b. Diusahakan agar setiap pelayanan urusan Pertanahan berjalan tertib dan
lancar;

¢. Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dengan cara melakukan
pembinaan aparat Perfanahan secara terus menerus dan dengan pemberian
penerangan-penerangan secara luas menyangkut tugasnya;

d. Untuk ketertiban dan kclancaran twugas di bidang Pertanshan diperlukan
adanya tertib organisasi dan terhib pelaksenaan tugas, sesual dengan
Peraturan  Perundang-undangan  Agraria, tidak dibenarkan  adanya
penambahan jalur organisasi dan tata cara yang menyimpang dari ketentuan
yang ada;

e. Dicegah adanya punguten-pungutan vang tidak berdasar pada Peraturan yang
ada,

Selain langkeh-langkah fersebut distas, usaha gunz mewujudkan
tertib administrasi Perfanahan juga dilakoken dengan usaha-usaha :

a Menyediakan peia dan data penggunaan Tanah, keadaan sosial ckonomt
masyarakat sebagal bahan dalam menyusun rancangan penggunaan Tanah
bagi kegiatan-kegistan pembangenan; peta dan data tersebut hendaknya
tersedia pada instansi yang berhubungsn dengan Pertanahan (misal: pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota);

b. Penyusunan data dan daflar pemilik tanah, tanah-tanah kelebiban dari batas
maksimum yang ditentukan, tanah-tanah absentee dan tanab-tanah negara;

¢. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan bailk di kantor-kantor Pertanahan
maupun pada kantor PPAT (misal:penyimpanan buku dafiar pembuatan akta
PPATY;

d. Mengadakan program  Pendaftaran  Tanah secara  sistematik({misal
melakukan pengukuran Tanzh dan pengumpulan data yuridis Tanah df desa-
desa dalam rangke penerbitan sertipikat hak atas Tanah).
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Pemeriniah  ferus  berusaha mewujudkan  kondist  tertib
administrasi Pertanahan; bentuk nyata dari usaha Pemerintah iersebut adalah
dengan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 menyebutkan bahwa tjuan Pendaftaran Tanah salah safunya
adalah untuk terselengparanya tertib administrasi Pertanahan.

Pada dasarnya tugas FPPAT dalam Pendaftaran Tanah adalah
membantu Badan Pertanahan Nastonal dalam mencapai salah satu fujuan
Pendaftaran Tanah sebagaimana vang ditefapken dalam Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintab No. 24 Tahun 1997, yaitu untuk terselenggaranya tertib
administragi Pertanaban.

3. Tertib Penggunaan Tanah

Hingga sast ipi, masib banyak Tanah-Tanah vyang belum
diusshakan/dipergunaken sesuai dengan perunfukan schbagaimana mestinya,
sehingga bertentangan dengan fupgsi/kegunaan Tansh ftersebut  yanug
sesungguhnya, Untuk ite perlu adanya usaba-psaha menertibkan penggunaan
Tanah. Keadaan tertib penggunaan Tanah merupakan keadaan dimana:**

a. Tanah telah digunakan secara lestari, serasi, seimbang sesuai dengan
potensi puna berbagai kegiatan kehidupan dan pengharapan diperlukan
untuk menunjang terwujudaya tujuan Nasional,

b. Pengpunazn Tansh di daerah perkotaan dapat menciptakan suasana aman,
tertib, lancar dan sehat;

¢. Tidak terdapat benturan kepentingan antar sekior dalam hal perunmtukan
Tanah.

Kantor Badan Pertanghan Nasional telah mempersiapkan dan
mengumpulkan daia-data tanah untuk mewujudkan tertib penggunaan Tanah,
misalnya meperbitkan  petunjuk-petunjuk  feknis  untuk  menentukan

34

Ibid., hal 75.
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peruntukan/penggunaan tanah dan menerbitkan pedoman penggunaan Tanah
sesuai dengan kepentingan-kepentingan keadaan lereng dan topografi tanah.™
Dengan demikian program untuk menertibkan pengguraan Tanah

diarahkan pada usaha untuk:*®

a. Menwnbuhkan penperbian mengenal arti pentingoya penggunasan Tanah
secara berencana dan sesuat dengan kemampuan Tanah;

b. Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat
daeraly;

¢. Menyusun petunjuk-petunjuk  teknis tentang peruntukan tanah  dan
penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan termasuk prosedur pembuatan
rencana tata guna tanah;

d. Melakakan survey sebagai bahan pembuatan peta penggunaan Tanah, peta
kemampuan dan peta daerah-daersh kritis,

4. Teriib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Tidak semestinya Tamah sebagai modal pokok dalam pembangunan
digunskan dengan tanpa disertal ussha univk memelihara dan mencepah
teqadinya kerusakan, Padz kenyataannya banyak sekali orang perorangan
ataupun badan-badan hakum yang mempunyai atau menguasai Tanah dengan
tidak memperhatikan dan melakukan wsaha-usaha untuk mencegah kerosakan-
kerusakan tanah, meskipun beberapa Perstoran  Perundsag-undangan
mensyaratkan bagi pibak-pihak yang wemiliki staupun menguasai tanab wniuk
melakukan usaha-usaha pencegaban kerusakan atas tansh dan fingkungan hidup,
misalnya ketentuan Pisal 74 ayat (1} Undang-Undang Nomor 40 tahum 2007
tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tabun
2007 menychbutkan bahwa Perscroan yang menjalankan kegiatan usahanva di
bidang danfatau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan
tanggung fawab sosial dan lingkungan,

3s

thid, hal 76,
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Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur bagaimana agar
pengpunaan tanah jangan sampai merusak tanah dan lingkungan hidup, Pasal 15
Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa memelihara tanah
termasuk mepambah kesuburan Tanah serfa mencegah kerusakannya adalah
kewajiban tiap-tiap orang/Badan Hukum afau instansi vang mempunyai
hubungan hukum dengan tanah tersebut serta mencegah agar jangan teriadi
kerusakan tanab dan lingkungan hidup,

Di lain pibak, kepadatan pendudek yang melampaul batas tampung
wilayah telah mendorong sniuk mempergunakan fanah {anpa mengindabkan batas
kemampun keadaan tansh dan faldor lingkungan hidup; unsur-unsur vang
berhubungan dengan azas-azas fata guna Tanah dan keselamatan hidup sudah
bepar-benar ditinggatkan guna mengejar kebutuhan bidup yang mendesak dan
bersifat sementara >

Pada prinsipnya, yang disebut dengan tertib pemeliharaan Tanah dan
Tingkungan hidup, adalah keadaan dimana:>®
a. Penanganan bidang Pertanahan telah dapat menunjang kelestarian lingkungan

hidup;

b. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaan tanah teiah dapat
memmjang terwujudnya pembangunan yang berkelaniutan dan bernuvansa
lingkungan;

¢ Semua pihak yang mempunyal hubsngan hukuem dengan Tanah melaksanakan
kewsiiban sehubungan dengan pemeliharaan Tanah tersebut.

Untok iy, program menertibkan Tanah dan lingkungan hidop diarabkan
pads usaha-usgha:

a. Penyadaran masyarakat bahwa pemeliharaan Tanah termasuk penambahan
kesuburannya merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas Tanah;

b, Melakukan analisa dampak lingkungan (AMDAL) sebelum suatu ussha
industri ataw pabrik di dicikan, AMDAL akan dapat memberikan pambaran

37
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dampak vang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan industd terbadap
lingkungan hidup;

Melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tanah, hal ini dilakukan wotuk
mencegah adanys penggonaan Tanah yang tidak sesuai dengan kemampuan
Tanah dan peruntuken Tanah,
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BAB HI
PEMBAHASAN

ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PPAT DALAM PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DI MERUYA SELATAN PASCA PUTUSAN PERDAMAIAN
(WARGA MERUYA SELATAN VS PI. PORTANIGRAY BAGI WARGA
MERUYA SELATAN YANG TIDAK TURUT MELAKUKAN GUGATAN
PERLAWANAN

A. PRAKTEK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG FPPAT
TERHADAP FPENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI MERUYA SELATAN
DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL TERHADAY PPAT DALAM
MELAKSANAKAN TANGGUNG-JAWABNYA SEBAGAI PEJABAT
UMUM

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang pemulis ambil dalam tesis
ini, maka dalarm Bab Pembabasan perlu ditakukan sebuah langkah sistematik guna
mendapatian hasil akhir berupa kesimpulan dan saran, guna mencapai hasil akhir
fersebut maka penufis membagi pembshasan dalam bab ini menjadi beberapa sub-
bab vang terdind dari landasan teori berupa ideslita dari tugas dan wewenang
PPAT yang akan diperbandingkan dengan sub-bab berikutnva yang membahas
mengenai prakick pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT di Meruya Selatan;
sinergi dard kedua sub-bab tersebut apabila dilibat dari perspektif pembahasan
sub-bab ketiga yaitu akibat hukum yang muncul dari pelaksansan tugas dan
wewepang PPAT akan melahirkan suatu gambaran atap kesimpulan yang tertuang
dalam sub-bab tcrakhir dimana dapat dijadikan wacana yang akan melahickan
jawaban darf pokok permasalahan,
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a. Tugas dan Wewenang PPAT

Agpabila ditinjau daxi pengertian PPAT mepurut Peraturan
Perandang-undangan, dapat diketahni bahwa hakikat tugas dan wewenang
khusus PPAT salah satunya adalab berupa pembuatan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah atan Hak Milik Alas Satuas Rumah Susun dan Pemberian Hak
Atas Tanah , dimana akta fersebut merupakan suate wujud dari pelayanan
masyarakat yang mempunyal kekuatan pembuktian vang kuat sebab akia
tersebut adalah merupakan akia otentik dan hanya PPAT yang berhak
membuatnya.*

Dalun pembuatan aktza otentik tersebut kapasitas PPAT adaleh
sehagai Pejabat Tata Usaha Negam dimana 2kia yang dibuat adalah
meropakan suatu laporan fertulis dari pembuat akiz berupa pernyatasn
mengenai telah dilakukannya oleh pibak-pihiak textentu suate perbuatan hukws
di badapannya pada suatu waktu yang discbut dalam akta yang bersangkutan;
isi dari akta otentik itw sendiri adalah keputusan menclek atay mengabulkan
permohonan pihak-pihak yang datang kepadanys untuk dibustkan akia
mengenal perbuatan bukum yang mereka akan fakukan di badapannya dimana
memberi kepatusan menolak bila dalam bhal ada syarat yaug tidak dipenubi
atau mengabulkan permohonan dalam hal syarat telsh dipenuli.

Tugas dan wewenang pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian
kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta vang sifatnya Otentik yang
skan djadikan dasar bag Pendafisran perubahan data  Pendaftsran Tansh
yang diakibatkan oleh perbuatan Hukurn tersebut dan meloksanakan snate
perekaran perobuatan akta Tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan
faminan dengan hak atas Tanah sebagai Hak Tangpungan, memberikap hak
baru di atas sebidang Tanah (Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik atau Hak
Pakai di atas Hak Milik) ditambah membuat surat kuasa memasang Hak

»

Boedi Harsono,, Sakum Agrario Indonesia Himpanas Peraiwoan Hiudene Tanah, Diambatan,

Iakaria: 1994, hal 485,
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Tanggungan:’® disamping itu PPAT juga bertugas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta yang berhubungan
dengan Tanazh atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagal bukti yang
bersifat Otentik bahwa telah dilakukannya perbuatan hukum mengenar hak
atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumeh Susun yang akan dijadikan
sehagai dasar Pendaftaran, perubshan data Pendaftaran Tenah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu®'. Adapun kegiatan Pendaftaran Tanzh
yvang dimaksud meliputi:

a Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan Tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas Tangh dan peralihan hak-hak tersebut;

‘¢. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat",

Penjabaran lebik lanjut mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah
tersebut diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:
A. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali (Opzet atau Imitial

Registration). Yang dimaksud dengan Pendafiaran Tanah untuk pertama
kali mesurat Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerfntah No. 24 Tatom 1997,
adalah kegiatan Pendafaran Tapah vang dilakukan terhadap objek
Pendaftaran Tanah yang belum didafiar berdasarkan Peraturan Pemeriniah
No. 10 Tahun 1961 atan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997
Pendaftaran Tanah unfuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran
Tamah  secara  sistematik  dan Pendaflaran  Tanah  secers
sporadik.Pendaflaran Tanah secara sistematik dilakukan secam massaal,
ada yang dilaksanaken atas inisiatif dari Pemerintah dan ada yang atas
swadaya masyarakat (inisiatf dari perocgang hak atas Tanah} Pendafisran
pelaksanaannya dibentuk Panitia Ajudikasi oieh Xepala Badan Pertanshan

4%

AL, Polindungan, Pendaflaran Tanch & Indonesia berdasarken PP No. 24 takua 1997,

{Mméax*%&%mﬁa&i&g:l?%},mm

£

Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 37 todpm 1998, Pasal 2 ayst (1),
Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (2},
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Nasional untuk Pendaftaran Tansh secara sistematik atas inisiatif dari
Pemerintah, atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanshan Nasional
Provinsi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk
Pendaftaran Tanah secara sistematik atas swadayn masyarakat (inisiatif
dart pemegang hak atas Tamsh). Pendaftaran Tanah secara sporadik
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, ada vang
bersifat perseorangan (individual), dan ada yang bersifat massaal, Kegiatan

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, meliputi;

a} Pengumpulan dan pengolahan data fisik. Untok keperluan pengumpulan
dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan penguburan dan
pemetaan. Kepiatannya, melputi:

{1 Pembuatan peta dasar Pendafiarmn;
(2} Penetapan batas bidang-bidang Tansh;
(3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang Tanah dan persbuaten
peta Pendaitaran;
{4) Pembuatan dafiar Tanal;
{3} Pembuatan surat ukur,
b} Pembuktian hak dan pembukuannya. Kegistannya, meliputi:
{1) Pembuktian hak bary;
(2} Pernbuktian hak lama;
(3) Pembukuan hak.

¢) Penerbitan sertipikat.

d} Penyajian data fisik dan data yuridis,

e) Penyimpanan daftar umum dan dokinen.

. Kegiatan pemcliharasn data Pendaflaran Tanah (Bifhouding atau

Maintenance). Yang dimaksod kegistan pemelibarssm data Pendaftaran

Tanah menurat Pasal 1 angka 12 Perasturan Pemerintah No. 24 Tabhun

1997, adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik

dan data yuridis dalam peta Pendaltaran, daflar tanah, daftar parna, surat

vkur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan vang terjadi
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kemudian, Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dilakukan apabila terjedi
perubahan pada data fisik atau data yuridis objek Pendaftaran Tangh yang
telah terdaflar. Pemegang bak yang bersangkutan wajib mendaftackan
perubahan data fisik atau date yuridis tersebut kepada Xepala Kantor
Perianshan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku Tanah.
Kepiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, teedir atas:

a) Pendaflarsn peratihan dan pembebanan hak, Kegiatannya meliputi

(1
@
)
®

(3)
(6)

Pemindahan hak;

Pemindahan hak melalui lelang;

Peralihan hak karena pewarisan;

Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perserosn
atau Koperasi;

Pembebanan hak;

Penolakan Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b) Pendafiaran perubahan data Pendaftaran Tanah. Kegiatannya, meliputi:

8y
£
3
@

&Y
©)

g
&

169
(10)

Perpanjangan jangka waktu hak atas Tanah;

Pemecahan, pemisshan dan penggabungan bidang Tansh;
Pembagian hak bersama;

Hapusnya hak atas Tapah dan Hak Milik Atas Sstuan Rumah
Susun.

Peralthan dan hapusnya Hak Tanggungan;

Perubahan data Pendafiaran Tanah berdasarkaa putusan atau
penetapan pengadilan;

Perubabian nama dalam sertipikat karena adanya Peralihan Hak,
Peralihan hok katena jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalem  perusshasn, dan  perbustan  hukum
pemindahan hak lainnya;

Peralihan hak karena pewarisan;

Peralihan hak karena pengpabungan atau peleburan perusshaan
atau koperasi;
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(i1} Pembebanan Hak Tanggongan;

{12} Peralihen Hak Tanggungan;

{(13) Hapusnya hak atas Tansh, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan;

{14} Pembagian hak bersama;

(15)  Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama,

Dari dva macam kegiatan Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan
Pendaftaran Tanah wuntuk pertama kali dan kegiatan pemcliharaan data
Pendaftaran Tanah sebagaimana ditefapkan dalam Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997, maka kegiatan yang menjadi tugas utama Pejabat Pembunt
Akia Tansh (PPAT) adalah pada kegistan pemeliharaan data Pendaftaran
Tanah. Pada kegiatan pemeliharaan data Pendafiarun Tanah terdapat perboatan
hukum mengenai hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
berupa pemindaban hak, pembagian hak bersama, pembebanan Hak
Tanggungan, pemberian Hak Gupa Banpunan/Hak Pakal atas Tanah Hak
Milik, dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Dalam
perbuatan hukum mengenai hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun dibutubkan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk
membuat akta,

Tugas PPAT dalam membuat akta yang berkaitan dengan
Pertanahan dajam rangka pemelibaraan data Pendafiaran Tanah, antara lain
yaih
a. Sebelum melaksanakan pembuatan akia mengenai pemindahan atau

pembebanan hak atas Tansh atau Hak Milik Atas Satuan Rumeh Susun,
PPAT wajib terlebih dahulu melakuikan pemeriksaan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak
atas Tansh atan Hak Milik Atas Satuan Romah Susun yang bersangkutan
dengan daflar-daflar yang ada dif Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.
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b. PPAT hanya dapat menandatangani akia pemindaban hak atas Tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada saat wajib pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolchan Hak Atas
Tansh dan Bangunan, bukti pehunasan pembayaran PPh {Pajak
Penghasilan) serta bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tabun
yang berjalan.

c. PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak dalam pemindshan
hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumsh Sosun ruengensi Surat
Penisyataan yang menyatakan bahwa :

1}, Yang bersangkutan deungan pemindahan hak terscbut tidak menjadi
pemegang hak atas Tapah yaog melebihi ketentuan maksimum
penpguasaan  Tansh menwruf  keleptoan  Peratiwan  Perundang-
undangan yang berlaku;,

2).  Yang bersangkutan denpgan pemindahan hak tersebut fidak menjadi
pemepang hak aiag Taoah abscniee {(guntai) meosumat ketentzan
Peraturan Perumdang-undangan yang berlaku;

3). Yang bersangkutan menyadan bahwa apabila pemyaisan
sebagaimana dimaksod pada 1 dan 2 fersebwt tidak beoar, maka
Tansh Kkelebihan atau Tanazh absentee tersebut menjadi objek
Yandreform;

4), Yang bersangkutan bersedia meonanggung seruua akibat hulaomnya
apabila perpyataan sebagaimana dimaksud pada | dan 2 tidak benar.

d. PPAT wajib membaca;an akta kepada para pihak yang bersangkutan dan
memberi ponjclasan mengonst isi dan maksud pembuatan akla, dag
prosedur Peodaftaren yang haras  dilaksanakan selanjuinya  sesual
it yiiz PUiak .

€. PPAT wajlb menyampaikan akia PPAT dan dokomen-dokamen lain yang
PR RN SR S LTI S0 ORI 5 SO YN S SUIIOD 0
‘Tanggungan atas hak atws Tanabh atav Hak Muik Atas Saman Rumeh

Ll ] 1 " 13 L3 Tr ® ™ i L] L ] i L2 P
~FRIDLaAe N RIEEEL SR SEIBLAINRE AL D pAAFAELE AWARLANRFL 2 wed GERLEL 2iadY 1mua.s§3ﬂ1hm LW AN
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setempat sclambat lambamya 7 (tujub) bari kerja sejak ditandatanganinya
akta yang bersangkutan.

b. Pelaksanaan Tugas PPAT di Meruya Selatan
Untuk memberikan suatu penyeimbang dari landasan teon
mengenai pelaksannan tugas PPAT seperti yang telsh diurzikan sub-bab point-
a diatas, maka perlu diperbandingkan landasan teori tersebut dengan praktik
pelaksanaan di lapangan, scbagai sumber data perbandingan pelaksanaan tugas
PPAT di lapangan penults melakukan pengambilan contoh data terbadap 2kia-
akta peraliban hak atas tapah yang dibuat oleh Ny, ANNE MEYANNE
ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT denpan wilaysh kerja Kotamadya Jakarta
Barat yang berkantor di Kavling DKI Jalan Menara [V Blok 132/13, Meruya
Selatan, Kembapgan; adapun peralihan.peralihan hak tersetnst adalah sebagai
berikut

I, Dalam peraliban Hak karena Jual Beli
Dalam Peralihan Hak karena Jual Beli, Akis Jual Beli dibuat
oleh Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, Sagjana Hukum, PPAT dengan
daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, yang berkantor di Kav, DK Jalan
Menara IV Bick 152 Nomor 13, Memya Selatan, Kembanpgan, Jakarta
Barat, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 29 tahun 2608
tertanggal 3 September 2008; dalam akta tersebut ditcrangkan babwa telah
terjadi jual beli antara Ny. Linda Tjandra sebagai Pihak Penjual dengan
Ny. Apusting Frisca Tongalu sebagai Pihak Pembeli yaog identitas para
pihak dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kar Keluarga serfa
NPWP; objek jual beli meliputi sebidang tanah bersertipikat Hak Milik
1135/ Mernuya Selatan seluas 275 M2 berups pekerangan kosong yang
terletak di Jalan Kavling DKI Blok 156 Nomor 17 Kelurshan Meruya
Selatan dimana sertipikat yang bersanghkutan telah diperiksa oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat; jual beli tanah dilakokan
dengan harga Rp. 283.800.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan
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rutus ribu rupiah) dengan pembayaran SSP oleh Pihak Penjual schesar Rp.

14.190.000 (empat belas juta seratus sembilan puleh ribu rupish) dan

pembayaran BPHTB oleh pihak Pembeli sebesar Rp. 11.190.000 {schelas

juta seratus sembilan pulub ribu).
Dalam peralihan hak karena pelepasan hak atas tanah

Kaveling, Akta Pelepasan Hak dibuat oleh Notards, sebagaimana yang

tercantum dalam Akia Pelepasan Hak No. 6 tertangpal 25 Nopember 2008

yang dibuat oleh ANNE MEYANNE ALWIE, Sarjana Hukura, Notaris di

Jakarta, berkantor di Kav. DKI 1. Menara IV Blok 152 No. 13, Meruya

Selatap, Kembangan Jakaria Barat, untuk Pelepasan Hak pada tansh

kaveling seluas 250 M2 yang terletak di Kavling DKI Biok 156 Kelurghan

Meruya Selatan dimana pelepasan disepakati oleh para pibak dengen harga

Kp. 430.500.000 (empat ratus tigs puluh juta lima ratus rupiak), untuk

pelepasan hak disertai dokumen-dokunen sebagaimana yang dicantumkan

adalah:

g. Akta Peclepasan Hek Nomor 6 tangeal 23 Nopember 2008;

b. Kartu Perpetakan Tanah Kebon Jerak Blok 156 Persil No ;5 selusg
250 M2, vang telah diperiksa olch Kantor Pemerintah Dacrah Khusus
Thukota Jakeria;

¢. lIdentitas para pihsk bervpa Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Kartu
Keluarga dan Akia Kelahiran;

d. Bukti pembayaran SSP oleh Pihak Penjual sebesar Rp. 21.525.000
{dua pulub satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

¢. Bukti pembayaran BPHTB oleh pihak pembeli sebesar Rp. 18.525.000
(delapan belas juta lima ratus dua putuh lima ribu rupisk);

Dalam peralihan hak karenn pelepssan hak atss fanah

Kaveling, Akta Pelepasann Hak dibuat oleh Notaris, schagaimana yang

tercantum dalam Akia Pelepasan Fak No, 20 tertanggal 26 Juli 2008 yang

dibuat oleh ANNE MEYANNE ALWIE, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, berkantor di Kav. DKI JI. Menara IV Blok 152 No. 13, Meruya
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Selatan, Kembangan Jakarta Barat, untuk Pelepasan Hak pada tanah
kaveling seluas 200 M2 yang terletak di Kavling DKI Blok 138 Kelurahan
Meruya Selatan dimana pelepasan disepakati oleh para pihak dengan harga
Rp. 229.400.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu
rupiah), untuk pelepasan hak disertai dokumen-dokumen sebagaimana
yang dicanturnkan adalah:

f. Akta Pelepasan Hak Nomor 20 tanggal 26 Juli 2008;

g. Kartu Perpetakan Tanah Kebon Jeruk Blok 138 Persil No : 9 seluas
200 M2, yang telah diperiksa oleh Kantor Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

h. Identitas para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga,

i. Bukti pembayaran SSP oleh Pihak Penjual sebesar Rp. 11.470.000
(sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

j- Bukti pembayaran BPHTB oleh pihak pembeli sebesar Rp. 8.470.000
(delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

. Dalam Peralihan Hak Karena Pewarisan

Dalarm peralihan hak karena pewarisan yang dilakukan sebelum
pembagian hak bersama, sebelum dibuatkan Akta Pembagian Hak
Bersama No. 2 tahun 2007 yang dibuat oleh Ny. ANNE MEYANNE
ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta
Barat terlebih dahulu terjadi peralihan hak atas tanah pewarisan, dimana
dalam proses peralihan karena pewarisan tersebut terjadi dengan
melampirkan : _

a. Sertipikat Hak Milik No. 03370 Kelurahan Meruya Selatan atas nama
pewaris;
b. Surat Pernyataan dari para ahli waris mengenai penerimaan hak atas

pewarisan,
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¢, Surat kematian atas nama pemegang hak (pewaris) dari Kepala
Desa/Lurah tempat tinggal pewarfe wakiu meninggal duma, rumah
sakit, petugas kesehatan yang berwenang ;

d. Surst tanda bukti sebagai ahli waris berupa surat keterangan ahli waris
dari Kepala Desa/Keluraban dan Camat tempat tinggal pewaris;

e. Bukti identitas ahli waris berupa Kartu Tanda Penduduk, Akts
Kelahiran dan Kartu Keluarga;

{. Surat Setoran Bea Perclehan Hak Alas Tanah Dan Bargunan (BPHTE)
yang mencantumkan pelunasan bea penerimaan hak atas tanah karena
waris, dibayarkan oleh para ahli waris.

. Dalam Pembebanan Hak dengen Pendaflaran Hak Tanggungan

Untuk pendaftaran Hak Tanggongan yvang obyeknya berupa hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Sstvan Rumah Susun yang sudah terdafiar
atas mama pemberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat Akia

Pemberian Hak Tanggungan waiib selambat-lambataya 7 (tujuh) har keja

setelall pepandatanganan Akta tersebul menyerahkan kepada Kantor

Perfanaban berkas vang diperlukan yvang terdirt dari :

a, Fotokopi sarat bukii identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan
berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keloarga dan Akia Nikah:

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02157 Kelurahan Meruya Selatan yang
menjadi obyek Hak Tanggungen yang telah diperiksa dan sesuai
dengan daftar di Kantor Pertanahan Jakarta Barat;

¢, Lemoar ke 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33 tahun 2008
tertanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat oleh Ny. ANNE MEYANNE
ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kotamadya
Jakarta Barat yang berkantor di Kay. DKI Jalan Menara 1V/152 No.13,
Mernya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat;

d. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33 tahun 2008 yang
sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai
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salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat
Hak Tanggungan ;

Segera sesudah termyata bahwa berkas yang bersangkutan
lengkap, Kepala Kantor Pertanahan mendaftar Hak Tanggungan yang
bersangkutan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan
mencatatnya pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyck Hak Tanggungan, yang
tanggalnya adalah tanggal hari ketujuh setelah tanggal tanda terima,
dengan ketentuan bahwa apabila hari ketujuh tersebut jatuh pada hari libur,
maka buku tanah Hak tanggungan dan pencatatan di atas diberi bertanpgal
har kerja berikutnya.

4. Dalam Peralihan Hak Berdasarkan Pembagian Hak Bersama.

Untuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan pembagian
hak bersama, dilakukan dengan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat
oleh PPAT, benkui dokumen- dokumen yang disertakan oleh Ny. ANNE
MEYANNE ALWIE, Sarjana Hukum, PPAT dengan wilayah kerja
Kotamadya Jakarta Barat dalam peralihan hak atas pembagian hak bersama :

a. Akta Pembagian Hak Bersama No. 02 tahun 2007 tertanggal 23 Januari
2007 yang dibuat oleh Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, Sarjana Hukum,
PPAT dengan daerah Kerja Kotamadya Jakarta Barat;

b. Sertipikat Hak Milik No. 03370 Meruya Selatan yang telah diperiksa dan
sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Jakarta Barat;

c. Identitas Para Pihak dalam Pembagian Hak Bersama berupa Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

5. Dalam peningkatan hak atas tanah.

Untuk peningkatan hak, dilakukan dengan menyertakan dalam
formulir permohonan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dokumen-
dokumen sebagai berikut :
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Tanda Bukti Sertipikat Tanah yang akan ditingkatkan Hak-nya, menjadi
Sertipikat Hak Milik (semula Hak Guna Bangunan) No. 6613 Meruya
Selatan;

Identitas Pihak pemilik Hak Atas Tanah berupa Kartu Tanda Penduduk
dan Kartu Keluarga;

Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas objek
Tanah;

Bukti transfer pelunasan uang pemasukan kepada negara untuk Pemberian
Hak Atas Tanah sebesar Rp. 658.000,00;

Surat Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 10 Juni 1985;

Surat Bukti Pelaksanaan Mendinkan Bangunan disertai bukti pelunasan
biaya Retribusi.

. Dalam peralihan hak atas tanah dengan dasar Hibah.

Untuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan dasar

Hibah, dilakukan dengan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT, benkut
dokumen-dokumen yang disertakan oleh Ny. ANNE MEYANNE ALWIE,
Sarjana Hukum, PPAT dengan wilayah kerja Kotamadya Jakarta Barat dalam
peralihan hak atas tanah dengan dasar Hibah :

a.

Akta Hibah No. 25 tahun 2003 tertanggal 10 September 2003 yang dibuat
oleh Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, Sagjana Hukum, PPAT dengan
daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat;

Sertipikat Hak Pakai No. 221 Meruya Selatan yang telah diperiksa dan
sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan;

Identitas Para Pihak, baik pemberi Hibah maupun penerima Hibah berupa
Kartu Tanda Peﬁduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta
Kelahiran;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan;

e. Bukti Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan;

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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¢. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap PPAT dalam Melaksanakan

Tanggung Jawabnya Schagai Pejabat Umum

Pendaftaran pengaliban hak afas tanah merupekan salah satu
realisasi dari catur tertib di bidang pertanabsn, schingga suaru pendafteran
pengatihan hak atas tanah meropakan jaminan kepastian hekura bagi
penguas_an dan pemilikan tanah sebagai tanda bukt hak yang kuat. Untuk ito
dalam rangka mewujudkan catur tertib perfanahan, tertama tertib di bidang
administrasi pertanahan, fugas dan peran seria PPAT untuk melaksanakan
schagian kegiafan pendafiaran tanah sangat swutlak diperlukan, adapun tugas
pokok dari PPAT iHu sendii adalabh melaksanskan sebagian kegiatan
pendaflaran tanah dengan membnat akta sebagal bukti telah dilakukannya
perbuatan hukum ferfentu mengenat hak atss tansh atau Hak Milik Atss
Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum ite.

Perbuatan bukum scbhagaimana dimaksud diatas adalah sebagai
berikut:
Jual beki;
Hibah;
Tokar Menikar;
Pemasukan dalsm perusahan;
Pembagian hak bersama;
Pemberian Hak Guna Bangonan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
Pemberian Hak Tanggungan;
Pemberian kuasa membobankan Hak Tanggungan. -

Untuk melaksanakan fugas pokok PPAT, seorang PPAT
mempunyat kewepangan membuat akta otentik mengenai semua perbustan
hukam sebagammana tersebut diatas dan PPAT hanya berwenang membuat
akia mengens hak atas tanah ata Flak Milik Atss Satvan Runnsb Suson ysuyg
terletak di dalam dacrah kerjanya sedangkan untuk akta tukar menukar, akia

I R
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pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian bak bersama mengenai
beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rurpah Susun yang tidak
semuanys terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh
PPAT vang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan
rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta
Namua didalam praktiknya, PPAT dalsm menjalankan jabatannya
tidaktah mudah, sebagal pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat
skta-akta otentik yang berhubungan depgan perbuatan bukum dibidang
pertanaban, PPAT dituntot untuk mengedepankan pelayanan  kepada
masyarakat. Dalam rangks pelayanan kepada masyamkat terscbutdituntut
adanya tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum pada dinl scorang
PPAT. Tanggung jawab moral adalah berkaitan dengan Sumpah Jabatan
ketika yang bersangkutan bendak memulai tugas jabstannya sebagai PPAT,
dan tanggung jawab hukum mengacn kepada ketentuan perandang-undangan
yang berlaku, Agsr tangpmg jawab vang diemban scorang PPAT dapat
terlaksana dengan batk maka seorang PPAT dituntut untuk benar-benar
mengerti dan memabami isi permiuran perundang-undangen di bidang
pertanahas: dan menguasai ilmu di bidang Pertanatan; sebab jika fidak
mengerii dan memaharai isi perstiran perundang-undangan di  bidang
pertanahan dan menguasal ilrouu & bidang pertanahian, maka peluang vntuk
menyelewengkan kewenangan dan tanggung jawab dari PPAT sangat besar.
Konsekwensi yuridis dengan dilsnggarnya perafman perundang-
" undangan oleh PPAT sangat berat. Sebagai contoh adalah bagi PPAT vang
dalerm  melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentnan-ketentuan vang
dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomaor 24 tahun {997 tentang
Pendaftaran Tanash serta ketentuan dan petunjok vang diberikan oleh Menter
atau Pejabat yang ditunjuk, dikenakan tindakan administratif berupa teguran
teriulis sampai pemberhentian dari jabatarmya scbagai PPAT, dengan tidak
mengurangt kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang menderita
kerugian yang diskibatkan oleh diabaikannya ketentuan-kefentuan tersebut.
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PPAT juga dapat diberhentikan oleh Menteri, PPAT diberhentikan dengan
hormat dari jabatannya karena perminiaan dari PPAT sendiri dalam keadaan
PPAT diangkst sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI; PPAT juga dapat
diberhentiken dengan hormat bila PPAT tidak lagi mampu menjalankan
tugasnya karena keadaan keschatan badan atan kesehatan jiwanya setelah
dinyatakan oleh fm pemeriksa kesehatan yang berwenang atss permintasn
Menteri atan pejabat yang ditunjuk atzu bila PPAT melakukan pelanggaran
ringan terbadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; namun PPAT juga
dapat diberhentikan dengan tidak hommat dari jabatannya karena melakukan
pelanggaran berat techadap larangan atan kewsjiban sebagai PPAT atau
dijatubi hukuman kurungan atau penjara karena melakukan kejahaten
perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan stan penjara
selamna-famanya 5 talns atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang
sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; pemberhentian dengan tidak hormat
seperti tersebimt distas dilakukan setelah PPAT yaog bersangkutan diberi
kesempatan uniuk mengajukan pembelasn diri kepada Menteni sedangkan
PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi
PPAT untuk dacrsh kerja lain daripada dacrah kedanya semuls, apabila
formasi PPAT wnink dacrah kerja tersebut belum penuh.

PPAT dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai
PPAT karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu
perbustan pidana yang diancam dengas hvkumsn kurvngan atae penjara
selama-lamanya 5 fahun atsu ledih berat; pemberhientian sementars tersebut
berleku sarapai ada putusan pengadilen yang telali memperoleh kekuatan
hukurm tetap.

Dalam rangka mewuwjudkan fungst dan tangguog jawab PPAT
sebagat pelaksana pendaflaran tanah, maka akta PPAT wajib dibuat
sedemikian ropa, schingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendafiaran
pemindahan hak, pemberian hak dan pembebanan hak yang bersangkutan,
berksitan dengan itu maka untuk meminimalisasi kesalaban yang seringkali
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terjadi dalam pembuatan akta, schingga akia yang dibuat PPAT menjadi dapat

disebut sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat,

maka beberapa hal penting yang harus diperhatian oleh PPAT antara lain

adalah sebagai berikut:

2.  Kepastizn tanggal pembuatan Akia.
Kepastian tanggal penting dan menentukan bagi ofentisitas Akta apabila
digmati pada  awal akta, edenya kaelimat “pada  han
ini.......tanggal......,menghadap kepada saya,....” kalimat baku yang
demikian dimaksudkan agar adanya kepastian tanggal dibuatnya skia
PPAT. Tapggal mavpun tomor skta harus dicantumkan pada saat
bersamaan ditandatangeninya akta PPAT di hadapan PPAT yang
bersangkutan. Hal lain yang herus diperhatikan adalah identitas para
penghadap. PPAT hares jeli terhiadap kebeparan identiias para
penghadap yang dapat ditelii dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Kelvarga, Akta Keluarga, Pasport dan Surst Izin Mengemudi para
penghadap.

b.  Persetujuan suami/isteri pihak yang mengalihkan hak.
Persetujoan suami/isteri diperlukan apabila objek yang dialibkan
merupakan harta bersama (hatta vang diperoleh selama perkawinan);
unfuk mengeiahui apakah sebidang tansh itu merupakan harta bersama
atau harta asal (bawaan}, maka diteliti tanggal perkawinan, tanggal
sertipikat dan pernyataan pemilik tanah yang dislihkan merupakan harta
bersama ataukah harta bawsan. Hal ind dilskukan unluh memenuhi
ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahuin 1974 teatang Peckawinan, yang menyatakan sebagai berikut;
(1):"Mengenal harfa bersama, suami atan isteri dapat  bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak ™

2 Sugijanio, Hal-hal yang perlu diperhatikan vleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akt Tanak,
Makafah dissmpaikan pada scara Konsultssi Teknis Bidang Hak Tanab dan Pendaftaran Tanah i
Surabaya 28,29 Juni 2007, Kantor Wisyah Badan Pertanahian Nasional Propinsi Jawa Timur 2007,
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(Z3x"Mengenal  barta bawaan masing-masing, svami  dan  isterd
mempunyai hak sepenvhnya antuk melakukan perbuatan hukum
mengenai hatta bendanya ”

c. Tentang Dewssa Hukum.

Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum  penting
diperhatikan dengan melihat usia dari para pibak. Dalam pembuatan
perjanjian yang objeknya adalah tanah, maka syarat dewasa sesuai hukurm
perdata harus benar-benar diperkatikan. Berkenaan dengan usia dewasa
perdata tersebut, moenurut ketentuan Pasal 330 juncto Pasal 1330
KUHPerdata para pibak harus sudah berusia 21 tahun atau sudak pernah
menikah sebelumnya, dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

. Pengisian blagko PPAT.

Blaoko akta PPAT yang ssat ini dipergunakan, sesuai contoh dalam
lampiran Peraturan Menteri Negare Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor:3 tahun 1997; rvang kosong yang terdapat dalam blangko
akta, sekimanya menurut para pihak dan pula menuorut pertimbangan PPAT
tidak perle diisi, agar dibububi garis hitam. Demikian pula corstan pada
cetakan kalimat (kelebiban kalimat) yang bukan reavoi cukup dibububi
paraf PPAT. PPAT wajib membacakan dan menjelaskan scperfunya isi
akta yang dibuat para pibak sebelum pam pihak dan par  saksi
membubuhbkan tanda tangan/cap jempol pada akhir akta.

. Tertib Pembuatan Protokol PPAT,

Protokol PPAT adalah seckumpulan bundel asli akta PPAT serta
bukw/arsip/dafiar Jain yang berhubungan dengan pembuatan akta. Protokol
PPAT merupakan arsip Negara, olch karena itu wajib dikelola sebaik
mungkin dan penyimpanannys agar dijauhkan darfi  kemungkinan
kerosakan. Bagi Camat sebagai PPAT-Sementara yang akan dipindah
tugaskan atau diberhentikan, maka sersh terima protokol PPAT wajib
dilakukan kepada Camat yang menggantikannya pada wakiu pelantikanya
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sebagai Camat setempat dengen disaksikan oleh Kepala Kantor Perianahan
Kabupaten/Kota.

Ketidaktertiban PPAT yang tidak menyerahkan laporan bulapan
mengenal akia yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan merupakan indikast
bahwa tangpung jawsb Yuridis PPAT demi terlaksananya catur tertib tidak
terlaksana dengan baik. Sebab dengan tidak mengirimkan laporan bulanan
mengenai akia yang dibuatnya, PPAT yang bersangkutan melanggar ketentuan
Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerinlah Nomor 37 tahun 1998 yang
menyatakan bahw PPAT waiib mengirim laporan bulanan mengenai akig yang
dibuatoya vang diambil daci buku dafiar akta PPAT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanaban dan Kantor-Kantor lain sesuai
ketentuan Undang-Undang atau Peratwran Pemerintah vang berlaku selambat-
fambatnya tanggal 10 bulan berikuinya.

Ketentnan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 tahun 2006 menyaiakan babwa PPAT wajib menyampaikan
faporan bulanan mengenai semua skta yang dibuatnyva paling lambat tanggal
10 butan berikutnva kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor
Wilayah,

Bagi PPAT wang tidak tertib menyerahkan laporan Bulansp
mengenai akta yang dibuatnya maka Kepala Kantor Pertanahan akan
memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan; teguran tertulis
tersebut berupa peringatan babhwa yang bersangkutan pada bulan tersebut tidak
mengirimkan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya.

Secara filosofis, jabatan PPAT adalah jabatan Profesional dan
spesialisasi, dengan keahliannya di bidang hukum pertanahan, Untuk
menguasai masalah tanab tidak cukup hanya pendidikan dua tahun, fetapi
dituatut pengalaman dan penguasasn materi terhadap arus liberslisasi serta
investasi; selain itu, jumibak PPAT yang memiliki kemampuan yang andal dan
profesional sudah sangat banyak dan semakin bertambah iap tahunnya
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Dengan dipatohinya segala peraturan mengenai hukum tansh oleh
PPAT dslam rangka pelaksanasn tugas scbagai Pejabat yang miembantu
sebagian kegiatan Pendaftaran Tapab, maka kondisi Tertib Administrasi
Pertanahan schagai tujuan kegiatan Pendaflaran Tansh dapat terlaksana
dengan baik. HMal ini dapat membecikan dampak positif bagl terwujudnya
kondisi Catur Tertib Perianzhan, Dengan adanya kepiatan Pendaftaran Tanah
yang terlaksana bajk dan benar, miska tertth administrasi pertanahan dapat
terlaksana; dengan terfaksananys tertib administrasi pertanahan, meka kondisi
tertib hukum pertanahan akan tercapai, karena masyarakat akan merasa
mendapatkan jaminan hukum terhadap tanah-tanah yang mereka kelola
dan/atau mereka kuasai.

B. KEWENANGAN PPAT DALAM PENGALIMAN PAK ATAS TANAH DI

MERUYA SELATAN PASCA PUTUSAN PERDAMAIAN RAGI PARA
WARGA YANG TIDAK TURUT MELAKUKAN GUGATAN
PERLAWANAN

Selain masyarakat Meruya Selatan yang memiliki elat bukii hak
berdasarkan akia jual beli dikadapan PPAT yang berwenang untuk akia jual
tersebut, ada pula masyarakat yang tinggal sudah haun tenmuron hingga generssi
ketiga atau keempat; masyarakat tersebut memiliki bukti kepemilikan atas tanah
seperti Sertifikat, Surat Kaviing dan Hek Milik Adat (Girik) yang kesemuanys itu
merupakan alas hak kepemilikan atas tansh yang diakui olch pemerintah dan
tentunya berhak mendapatkan perlindungan hulum.

Masyarakat tersebut juga telah memelihara tanah dap bangunan yang
ada di wilayah Meruya Selatan dan juga pembayar pajak yang taat schingga
pernbangunan infrastruktur di wilaysh Meruya Selatan sudab terteta sedemikian
rupa; yang menjadi perianyaan masyamkat apakah suatu lingkungan hidup yang
sudah tertata sedemikian rupa harus digusur hanys untuk kepentingan satu
perusahaan yang notabene telab menelantarkan tansh yang konon telah dibelinys;
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bukankah dengan ierlewatinya jangka waktu tertentu dimana orang yang memiliki
tanah 6idak melakukan intensitas penggunazn atas tanah tersebut dapat kehilangan
hak atas tanahnys, dan sudahkah perusahaan tersebut membayar pajak atas tanah-
tansh tersebut yang “dikiaim” milik PT. PORTANIGRA.

Dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Pokok Agreria No. 5 tahun
1960 menyatakan Hak Milik adalsh turun ternurun, terkuat dan terpench yang
dapat dipunyai orang atas tanah dan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat
mempunyal hak milik, dimapa (irik adalab saleh sato bukti kepemilikan tansh
Hak Milik berdasarkan hukum Adat; peralihan hak atas fansh banya dapat
dilakukan dihadapan Pejabat yang telah ditunjuk oleh negara yaitu PPAT, namun
mengapa Perusahaan yang hanya memegang girik tanpa ada bukti peralihan hak
atas tanah dapat justre dimenangkan dart warga Meruya Selatan yang memperoleh
bukti pemilikan tanah berdssatkan ketentusn hukum yang berlaku dan felah
didaftarkan pada kantor Pertanahan; padahal justru peralihan hak yang dilakukan
oleh PT. PORTANIGRA tidak dihadapan pejabat yang telah ditunjuk oleh negam
dan tanpa ifin darti penguasa yang berwenang (Guberaur), dengan berdasarkan
Perda No. 14 fabun 1977, sedangkan diketahui bshws untuk membeli tanah
dengan luas & atas 5000 m2 badan hukum swasta harus {erlebih dabule
mendapatkan Surat liia Penctapan Prinsip Pembebasan Lahan dari Gubernur,

Adspun vang mendasari adanya Gugatan Perlawanan yang dilakuken
oleh Warga Meruya Selatan adalah Pasal 378 Statsblaad 1847 juncio 1849 Neo. 63
tentang Reglemen Acara Pepdats yang menyalakan bahwa pihak-pihak Xetiga
berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusen yanpg merugikan hak-hak
mereka; selain it Warga Meruya Selutan sangat keberatan atas adunys Putusan
- Mabkamah Agung No. 570 K/1999 tertanggal 31 maret 2000 dan 2863 K/199¢
tertanggal 26 juni 2001, yang baik pertimbangan hukum maupun putusannya
sangat tidak berdasarkan hukum dan fakta hukom yang ada.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MA no. 570 halaman 136 alinea
kedua menyatakan bahwa mengenai keberatan-keberatan kasasi add.l sampai
dengan add.4 tersebut dapat dibenarkan clch Judex Factie, adalah merupakan
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kesalahan dalam penerapan hukum karena dalam Berita Acara Sita Jaminan yang
dilaksanakan oleh Rurusits Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak ada catatan
adanya bangunan-bangunan atau rumah-remah milik pihak kefiga dan
pelaksenaan sita jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional
Jakarta Barat; hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum judex factic yang
mempertimbangkan sebaliknya. Majelis Hakirn Agung jupa tidak meneliti Berita
Acara Sita Jaminan yang dibuat oleh Junisita Pengadilan Negeri Jakarta Barat
yang mana dalam Berita Acara Sita Jaminan tidak menyebutkan siapa yang
menunjuk batas-batas tanah sengketa dan saksi yang menunjukan batas-batas
Tanah Sengketa adalah hanya Pepawai Pengadilan Negeri Jakaria Barat, padahal
yang mempunyai data atas buku Letter C untuk bidang-bidang tanah vang ada di
wilayah Meruya Selatan adalah Kelurahan Meruyas Selatan, dengan demikian
banya lurah ateu staf kelurshan yang dapal menunjukan batas-batas tanah
sengketa secara akurat dan sesual dats yang ada pada buku Letter C, selain itu Sita
jeminan hanya dibadiri oleh Pibak Penggugst tanpa dihadin pibak Tergugat dan
dalam Berita Acara Sits Jaminan No. 161/Pdt{1996 tertanggal 7 April 1997
tertulis bshwa barang-barang yang ielah disiia diserahbican kepada [r. Benny
Purwanto Rachmat sebagal penggugat, bal ini berientangan dengan SEMA No. 05
Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 humf g yang menyatakan agar benda-
benda vang disita tidak diserahkan kepada pihak Penggugat karenn akan
menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimemangkan oleh
Penggugat.

Majelis Hakim Agung juga tidak mempertimbangkan bahwa bukt-
bukti yang telah disjukan olch PT, PORTANIGRA hanya benupa Fotokopi saia,
sedangkan Yurisprudensi MA tangpgal 14 April 1976 No.70 K/SIP/1974,
menyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarken hanys atas surat-surat
bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi vang sccara tidak sah dinyatakan sesuai
dengan aslinya padahal terdapat hai-hal penting vang secara substansial masih
dipertengkarkan oleh para pikak adalah dienggap merupakan bukti-bukti yang
tidak sah.
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Bahwa berkaiten dengan hal-hal yang telah tersebut diatas dalam
perkara ini para warga Meruya Selatan memohon perhatian Pengadilan Negeri
Jakaria Barat mengenai beberapa fakta hukum yaitu bahwa warga Meruya Selatan
adalah merupakan pihak Ketiga yang dirugikan karepa sesungguhnya yang
bersengketa dalam perkara perdata Nomor 161/1996 dan perkara perdata Nomor
36471996 adalah antara PT, Portunigra melawan H.Djulni bin H.Geni ¢s
(Muhammad Yaum Tegono dan Yahya bin H.Geni) dimana PT Portanigra telah
mengajukan permohonan sita cksekusi atas tansh yang tesletak di Keluraban
Meruya Selatan (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan (dahulu Ke¢bon
Jeruk) lakartas Barat yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, berkaitan
dengan dalil vang dikcmukakan olch PT. Pontanigra babwa pada tahun 1972 dan
tahun 1973 PT. Portanigra felah membeli Tanah tersebut diatas dari H. Dijuhri Bin
H. Geni ¢s; sedangkan alas hak yang digunakan oleh PT.Portanmigra dalam
mengajukan permohonan eksckusi adalah Putusen Kasasi Mahkamah Agung
Nomor S7TOK/PG/1999 dan 28863/K/PA1999 dan tansh Hak Milik Adat
schagaimana temyats dalam girik yang diajukan oleb PT . Porianipgra sebagai bukti-
bukti di delam persidangan perkara perdata Nomor 161/1996 dan 364/1596
tersebut, femnyata tidak menycbutkan batas-batas atas tansh sengkete dan periu
dicermati pula bahwa PT.Portanigra adalah suatu Badan Hukum yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, padahal telah jelas bahws hanyu
perorangan dan W] saja yang dapat memibiki tanah Hak Mifik dan berdasarkan
PP Nomor 38 tahun 1963 hanya Badan Hukum tertentu yang dapat memiliki Hak
Milik yaitu Bapk vang didirikap oleh negara, perkumpulan koperasi pertanian
yang didirikan berdasarkan UU No. 79/1958, badan-badan keagamasn yang
ditunjuk oleh Menteri Pertaniag/Agraria seteleh mendenger Ménteri Agama, dan
badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria; hal ini
berkaitan dengan Pasal 20 dan 21 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UU Pokok
Agraris yang menyatakan bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat daa
terpenult yang dapat dipunyai orang atas tanah dan baoya WNI yang dapat
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mempunyai Hak Milik sedangkan girik itu sendiri adalah termasuk bukti
kepemilikan tansh hak niilik adat.

Dari bukti-bukti yang digjukan oleh PT. Portanigra baik dalam perkara
Nomeor 16171996 dan Nomor 364/1996, PT. Portanigra tidak dapat membuktikan
adanya ijin pembebasan tanab-tanah yang didalilkan adalah milik PT. Portanigra;
terlebih lagi peralihan hak atas tanah-tanah sengketa tersebut behmn terjadi karena
sesuai dengan bukti-bukti yang diajukas sendiri olch P Portanigra dalam perkars
perdata tersebut diatas dan juga penetapan eksckusi Nomor 10 EKS 7 2007 dan
Nomor 11 EKS / 20607 tidak ada satupun girik-girik tersebut yang sudah atag nama
PT. Portanigra; dan sehagian besar bukti-buktt yang diajukan olch PT.Postanigra
adalah berupa suraf-suzat yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas fansh
{surat permobionan pergantian gink, surat kehilangan surat berharga den surat
kelakuan baik).

Dalam berkas pembelaan yang dikeluarkannya, PT. PORTANIGRA
mengaku secara sah berdiri sejak 3 April 1970 dan divmumnkan dalam Berita
Negara tanggal 10 Mei 1974 No.38, tambaban Berita Negara No.1 tahun 1986.
Perusahaan yang juga sempat discbut-scbut sebagai perusahaan fiktif ini
mengklaim telsh menyesuaikan Apggaran Dasamya dengan UU Perseroan
Terbatas pada 19 Oktober 2000. Anggaran Dasar ini juga telah disctujui oleh
Menteri Hukum dan HAM pada 1 November 2001,

Alkisal, pada tahun 1972 PT Portanigrs “membeli” tanah dari warga
Meruya Udik melahd Juhri bin Geni sebagai koordinator. PT. PORTANIGRA
kemudian mengaku pasif menunggu keluamya Surat Persetujuan Prinsip
Pembebasan Lahan/lokasi (SP3L) vang scharusnya diterbitkan oleh Gubemur
DKI, Namun pada 1974, Juhri “menjual™ kembali tanah tersebut kepada Pemda
atas perintah dad Camat Kebon Jeruk. Rencananya tanah tersebut akan dijadikan
tempat relokasi warga ates pembebasan banjir Kanal Barat olely Pemda. Atas
pesintah Camat itulah, Jubri menjual tanahi tersebut kepada beberapa pihak, yakni
Pamda (15 Ha) pada tshun 1974, PT Labarata (4 Ha) tshup 1974, Intercon {2 Ha)
pada 1975, Copylas (2,5 Ha) pada 1975, Junus Diafar {2,2 Ha) pada 1975, serta
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kepada BRI (3,5 Ha) tshun 1977. Menurut Yan, setelah di kuasai Pemda DK,
ternyata Pemda “menjual”™ kembali {ansgh tersebut kepada perorangan.

Tidak jelas mulai kapan, Johr terlibat perselisthan dengan Mohammad
Yatim Tuogono, seorang angeola TNI yang ferlibat jual-beli, terkait penjualan
kembali tanah. Perselisihan ini berujung pada penculikan Juhri. Mendapatkan
Iaporan ini, Operasi Pemuliban Keamanan dap Ketertiban (Opstib-kesatuan polisi
khusus bentukan Sudoms) tarun tangan dan memeriksa permasalaban fersebut.
PT. Portanigra yang saat itu dilibatkan Opstib, menyerahkan pirik mercka
sebanyak 357 map untuk dijadikan bukti,

Masih berdasarkan cerita PT. Portanigra, Opstib kemudian menjerat
Juhri, Yahya bin Geni (saudara Juhri), dan Tugono stas “peniualan” kembali
tangh-tanah tersebut dengan dasar penipuan, pemalsuan, peppgelapan. Juho
didakwa atas dugsan penggunaan surat palsu, Yahya bin Genl karena
menggunakan akiz seolah-olah isinys cocok dengan ashi, dan MY Tugono karens
melakukan penggelapan dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam
akta, agar dapat dijual demi keuntungannys sendiri.

Ketiganya kemudian diputus bersalah dan diganjar hukuman penjara.
Juhri dihukum satu tahun ditingkat Pengadilan Negeri pada 1 Nopember 1985.
Yahya dihukum Pengadilan Negeri pada 2 Desember 1987 selama dua bulan.
Tugono yang membawa perkara pidana ini hingga tingket kasasi akhimya
dihukum penjara satu tahun. Salah satu amar putusan hakim faleh pecintah agar
barang bulkti surat palsu dalam perkara Tugono dimusnahkan.

Menurut  pengakuan  PT.  Portapigra, Jubri Cs  beranii akan
mengembalikan tanah-tanah tersebut setelah diputus bersalah. Tetapi karena tak
kunjung terealisasi, PT, Portanigea skhirya menggugat Julai, Yahya, dan Tugono
secara perdata.

Gugatan perdata tersebut diajukan berbekal putusan perkarn pidana
pengadilan atas ketiganya. Mereka digugat secara bertahap, setelah bokti girik
perusahaan yang disita opstib dikembalikan sebagian.
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Dalam gugatannya PT. Portanigra juga meagajukan permohonan site
jaminan atas tansh mereka scluas 44 Ha. Hakimn mengabulkan penetapan sita
jaminan No.161/PA/G/1996/PN. Tkt Bar tanggal 24 Maret 1997 dimasukkan dalam
berita acara sita jaminan tanggal 1 April 1997 dan tanggal 7 April 1997. Sita
jaminan ini dilaksanakan oleh Suwamno, Juru Sia Pengadilan Negeri Jakeria
Barat. Mengutip putusan kasasi MA, dalarn penetapan sifa jaminan disebutkan
bahwa sita akan dicatatkan pada Keluraban setempat den Badan Pertanahan
Nasional Jakarta Barat.

Diceritakan Pengadilan Negeri Jekarta Barat meroutuskan pada 1
April 1997 dan 24 April 1997 bahwa gugatan PT. Portanigra tidak dapat diterima.
Alssan majelis entara lain gugatan kuraag pthak karenz PT. Portanigra tidek
menveriakan pare pemilik tansh lainnys diatas tanah sengketa tersebut. Hakim
juga memerintabkan pengangkatan sita jaminan tersebut. Pengadilan Tinggi
Jakarta menolak banding PT. Portanigra dan menguatkan putusan Penpadilan
Negeri Jokarta Barat, Tak puas. perusahaan yang menggelug beberapa sektor
usaha ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Basu pada tingkat Kasasi ini
Mahkamah Agung menerima pugatan PT. Portanigra umtuk sebagian. Dalam
putusan  Kasasi  No.  570/K/Pdt/1999%0.No. 161/Pd1.G71996/PNIJKT BAR
bertanggal 31 Maret 2000, Mahkamah Agung membafalkan putusan Pengadilan
Negeri dan Peppadilan Tioggl serta memutuskan  untuk mengadili sepdini;
pertistbangannya antara Iain ifalsh pibak ketiga akan dapat melakukan
bantahgn/verzet tethadap sita jaminan atay pelaksanaan eksekusi bila memiliki
bukii untuk memperishanken haknya dan Juhr Cs juga tidak membantih dalif

Portardgra.
WAKTU KETERANGAN
1972-1973 PT. Portanigra membseli tanah dari Juhri Cs totalnya seluas

44 Ha.

1974-1977 Juhri “menjual” kembali fanah-tanah tersebut, antara lain
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1 Nopember 1985

Z Desember 1987

1989

24 Maret 1997

1 dan 24 April 1997

29 dan 30
Oktober 1997

31 Maret 2000 dan
26 Juni 2001

26 April 2007

21 Mei 2007

kepada Pemda, dengan menggunakan surat palsu.

Jubri dihukum penjara satu fahun, karena dengan sengaja
menggunakan surat palsu.

Yabya vang iuga terlibat, dihukweo dus bulan oleh
Pengadilan Negeri Jalarta Barat.

M.Y. Tugone dihukum penjara selama satu tahun karena
terbukti melakukan penggelapan

Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan penetapan
sita Jaminan PT. Portanigra setelah mengajukan gugatan
Perdata kepada Juhri Cs.

Pengadilan Negeri Jakaria Barat menyataksn gugatan PT.
Portanigra tidak dapat diterima, serfa mengangkat
penetapan sits jaminan,

Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri,
juga menyatakan tidak dapat menerima pugatan.

Mahkamah Agung menerima Kasasi PT. Portanigra.

Rapat koordinasi pelaksanaan eksekusi pengosongan

Tanah Meraya Sclatan di Peagadilan Negeri Jakarta Barat.

Rencana eksekusi 15 Hekiar lahan (tshap pertema).

Sumber: Keterangan Portanigra don Putusan Kasasi

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH UI, 2009



70

Dalamn Amar putusannya disebutkan sita jaminan dianggap sah dan
berharga, Juhri Cs melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus wanprestasi.
Selain ifu menpyatakan PT. Portanigra scbagal pemilik yang sah atas tanab
sengketa berdasarkan bukti-bukti, serta menghukum Jubri Cs dan semua orang
yang mendapatkan hak dar mercka tntuk mengosongkan tanah-tanah milik adat
tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Portanigra. Putusan
dikeluarkan ofeh Pengadilan Negen pada 21 Juni 2004,
Pada putusan kasasi No2863K/PDT/19991.0No0.364/PDT.G/1996/
PMNL.IKT.BAR tertanggal 26 Juni 2001, Mahkamah Agung membatalkan putusan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Amar putusan Mahkamah Agung sama
dengan putusan sebelumnya, karena memang ini perkara yang sama dengan girik-
girik pada tanah yang berbeda.
Anchnya, penetapan eksckusi baru dikeluarkan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tiga tabun kerpudian. PT. Poranigra berdalih bahwa alasan
menunggu cksekusi hingga 2007 karena kini adalab momen yang pas, keadaan
menjadi kondusif, di tengah pemerintahsn yang menjamin kepastian hukum,
Dari lronologis singkat diatas diambil beberapa point penting yang
mengarah ke sebuah kesirapulan, adapun wratan poinf-point yang dimaksud adalah
sebagat berikut
1. PT. Portanigra dalam mengajukan peroschonan sita cksekusi atas tanah yang
terletak di Kelurahan Meruya Selatan (dahulu Meruya Udik), Kecamatan
Kembangan (dashulu Kebon Jeruk) Jakarta Barat vang sclanjutnya disebut
sebagai tanah sengketa, memiliki kaitan dengan dalil yang dikemukakan oleh
PT. Portanigra bahwa pada tabun 1972 dan tahun 1973 PT. Portanigra telah
“membeli” Tanah tersebut diatas dari H. Djuhri Bin H. Geni ¢s;

2. Adapun dikemudian hari terjadi sengketa tansh atas {apah yang terletek di
Kelurahan Meruya Sclatan (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan
{dahiudu Kebon Jeruk) Jakarta Barat antara PT. Portanigra dengan Jubri Cy;
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3. Bahwa kedudukan Warga Meruya Selatan adalah sebagai pihak Ketiga yang
dirugikan karena sesungguhnya yang bersenghketn dalam perkara perdata
Nomor 161/1996 dan perkara perdata Nomor 364/1996 adalah antara PT.
Porianigra melawan H.Djuhri bin H.Geni cs {Muhammad Yatim Tugono dan
Yahya bin H.Geni).

Sebagai pihak ketiga yang dirugikan, sebaginn Warga Meruya Selatan
melakukan Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Mahkamash agung yang
didasari adanya Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Warga Meruya Selatan
dengan dasar Pasal 378 Statsblaad 1847 juncto 1849 No. 63 tentang Reglemen
Acara Perdata yang menyatakan bahwa pihak-pihak Ketiga berhak melakukan
perlawanan terhadap suata putusan yang merugikan hak-hak mereka.

Dalam Gugatan Perlawanan yang dilakukan sebagian wargas Meruya
Selatan tersebut, diuraikan fakta-faktia sebapai berilart :

1. Balrwa PT. Portanigra dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan pembeli satu-
satunya atas tanahi-tanah Obyek EFksekusi yang kesemuanya terletak di
Kelurahan Meruya Sefatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan luas
keseluruhan kurang lebih 44 Ha (440.000 m2); sedangkan berdasarkan Perda
No. 14 tabun 1977 diketabui bahwa untuk membeli tansh dengan luas di atas
3000 m2 badan bukum swasta harug teriebih dahuln mendapatkan Surat Jjin
Penctapan Prinsip Pembebasan Lahan dari Gubermur, hal ini dimana PT.
Portanigra tidak dapat menonjukan bukti bahwa telah mempunyai izin
Penetapan Prinsip Pembebasan Lahan dari Gubernur;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentanpg
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terantar Pasal | avat 5 menyebutkan
bahwa {anah terlantar adalah tangh yang ditelantarkao ofch pemegang hak atas
tanahi, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar
penguasaan atas tanah tetapt belurn memperoleh hak atas tanah sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky; tansh terlantar
mempunyai kriteria yaity untok tanab Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Guna Usaha atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tansh terlantar apabila

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH Ul, 2009



72

tanah tersebut dengan sengaja tidek dipergunakan oleh pemegang haknya

sesuai dengan keadaan atau sifatnya dan tujuan haknya afau fidak dipelihara
dengan baik; dalam hal ini masyarakat Meruya Selatan telah memelihara tansh
dan bangunan yang ada di wilaysh Meruya Selatan dan juga pembayar pajak

yang taat sehingga pembangupan infrastruktur di wilayah Meruya Selatan
siclah tertata sedemikian rupa; sedangkan PT. Portanigra sebenamya telah
memasukt kriteria terlewatinya jangka wakto terientn dimana orang atau badan
hukum yang memiliki tanah tidak melakukan intensitas penggunaan atas tanah
tersebut  dan  scharosnya dapat kehilangan hsk atas tanshmya, dan
dipertanyakan pula mengenai perabayaran pajak atas tanab-tanah tersebut oleh

PT. PORTANIGRA:

. PT. Portanipra adalah sustu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum

negara Republik Indonesia; padahal telah jelas bahwa hanya perorangan dan

WNI saja yang dapat memiliki tanah Hak Milik dan berdasarkaa PP Nomor 38

tahun 1963 hanya Badan Hukam terientn yang dapat memiliki Hak Milik vaitu

Bank vang didirikan oleh negara, peskumpulan koperast perfanian, badan-

badan keagamaan, dan badan-badan sosial;

. Penetspan Sita Jaminan yang dilakukan oleh jury sita berdasarkan Penetapan
nomor 161/PALG/I996/PN . JkiBrt tanggal 1 April 1997 dan Penetapan
Bksekusi Pengosongan No. 10 dan 1172007 Eks. Jo No. 161 dan
364/Pdt.G/1996/PN Ik Brt tanggal 9 April 2007, tidak diketahui secara pasti
fetak dan batas-batas tanahnya, bal ini dibuktiken desgan Surst dari Ketua
Penpadilan Negerdi Jakartn Bamt  tapgpal & Mei 2007
No. W7.Db.he. 10/1521/2007 perihal bantnan untuk melakakan penelitian Letak

“Tanah Obyek Sengketa Fksekusi Putusan MA RI No. 570 dan No. 2863
tersehut;

. Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusits Pengadilan Negeri

Jakarta Barat tidak ada catatan adanya bangunan-bangunan atan rumah-rumsh

mitik warga yang ferletak di Meruya Selatan dan tidak ada catatan bahwa
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pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan
Nastonal Jakarta Barat;

. Berita Acara Sita Jaminan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta
Barat tidak menyebutkan siapa yang menunjuk batas-batas tanah sengketa dan
saksi yang menunjukan batas-batas Tanah Sengketa adalah hanya Pegawai
Pengadilan Negeri Jakarta Barst, padabal yang mempunyei data atas buku
TLetter C vntuk bidang-bidang tanah yang ada di wilayah Meruya Selatan
adalah Kelurshan Meruya Sclatan; dengan demukian hanyva lurah atau staf
kelurahan yang dapat menunjukan batas-batas taneh sengketa secara akurat
dan sesuai dats yang ada pada buku Letter C;

. Sita jaminan hanya dibadin oleh Pihak Pengpugat tanpa dihadiri pihak
Tergugat dan dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 161/Pdt.G/1996 terlanpgal
7 April 1997 tertulis bahwa barang-barang yang telzh disita diserahkan kepada
Ir. Benny Purwante Rachmat sebagai penggugat, hal ini bertentangan dengan
SEMA No, 03 Tzhun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 buruf g yang
menyatakan agar benda-bends yang disita tidak diserahkan kepada pihak
Penggugat karena akan menimbulkan kesan seolah-olah sudah pastt perkara
akan dimenangkan oleh Penggugat;

. Buakti-bukti yang telah diajukan oleh PT. PORTANIGRA hanya bempa
Fotokopi saja, sedangkan Vurisprudensi MA tanggal 14 April 1978 No.70
K/8IP/1974, menyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarkan hanya
atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang secara tidak sah
dinyatakan sesuai dengan aslinya padahal terdapat hal-hal penting yang secara
substansial masih dipertengkarkan oleh para pihak adalah  diangeap
merupakan bukti-bukt yang tidak sah;

. Alas hak yang digunakan oleh PT Portanigra dalam mengajukan permohionan
eksekusi adalah Putusan Kasasi Mahkamsh Agung Nomor S70K/Pdt/1999 dan
2863/K/PAt/1999 dan tanah Hak Milik Adat sebagaimana ternyata dalam girik
yang diajukan oleh PT.Porfanigra sebagai bukti-bukti di dalam persidangan
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perkara perdata Nomor 161/1996 dan 364/1996 tersebut, temyata tidak
menyebutkan batas-batas atas tanah sengketa;

10. PT. Portanigra tidak dapat membuktikan adanya ijin pembebasan tanah-tanah
yang didalilkan adalah milik PT. Portanigra; terlebih lagi peralihan hak atas
tanah-tanah sengketa tersebut belum terjadi karena sesuai dengan bukti-bukti
yang diajukan sendiri oleh PT Portanigra dalam perkara perdata tersebut diatas
dan juga penetapan cksekusi Nomor 10 EKS /2007 dan Nomor 11 EKS /2007
tidak ada satupun girik-girik tersebut yang sudah atas nama PT. Porianigra;
dan sebagian besar bukti-bukti yang diajukan oleh PT.Portanigra adalah
berupa surat-surat yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah (surat
permohonan pergantian girik, surat kehilangan surat berharga dan surat
kelakuan baik).

Fakta-fakta yang diuraikan dalam Gugatan Perlawanan dijadikan bahan
pertimbangan Hakim yang melahitkan Akta Perdamaian dengan isi yang intinya
antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa PT. PORTANIGRA menyatakan dan mengakui bahwa para Warga
Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan tidak lagi terikat dengan Putusan
Perdata Nomor 161/1996 dan 364/1996 dan Putusan Kasasi Mahkamah
Agung Nomor 570K/Pdt/1999 dan 2863/K/Pdt/1999;

b. PT. PORTANIGRA menyatakan melepaskan haknya, tanah dan / atau
beserta bangunan milik Warga Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan
dari Penetapan Eksekusi Nomor 10 EKS/2007 dan Nomor 11 EKS/2007 dan
secara hukum tidak termasuk atauw tidak tercantum dan bukan lagi merupakan
bagian Tanah Obyek Eksekusi yang akan dicksekusi berdasarkan Penetapan
Eksekusi; :

c. Bahwa dengan tidak termasuk tanah dan / atau tanah beserta bangunan milik
para warga Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan dari Penetapan
Eksekusi maka para warga Meruya Selatan tersebut adalah pemilik yang sah
atas tanah dan / atau tanah beserta bangunan tersebut;
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d. PT. PORTANIGRA selaku Pemohon Eksekusi setuju untuk mengajukan

permohonan pengangkatan sita jaminen/sita eksekusi hanya khusus yang
menyangkut tanah dan / atau tansh beserta bangunan milik pars Warga
Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan,

Dengan mempertimbangkan semua fakta hukum yang telah disebutkan

diaies yang disertakan warga Meruya Selatan dalam sevash Gugatan Perlawanan
dengan didasarkan pada keyakinan baliwa sangat tidak berdasarkan hukum apabila
kesalahan vang dilakukan oleh PT.Portanigra dan Djulii cs memberikan dampak
buruk dan kerugian yang dirasakan oleh para Warga Meruya Selatan sebagai
pihak ketiga yang beritikad baik; akhimya Persidangan Umum Pengadilan Megeri
Jakarta Barat pada tanggal 7 Janusrd 2008 memerintahkan para pihak untuk
mentast isi persetujuan dalam Akia Perjanjian yang felah disepakati bersama
sebagai berikut:

1.

Bahwa PT. PORTANIGRA menyatakan dan mengaikui bahwa para Warga
Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan fidak lagi terikat dengan
Potusan Perxdata Nomor 16171996 dan 364/1996 dan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor ST0K/PdY/1999 dan 2863/K/Pd/1999;

PT. PORTANIGRA menyatakan melepaskan haknya, tansh dan / atau
beserta bangunan milik Warpga Meraya Selatan dalam Gugatan Perlawanan
dari Penetapan Eksckosi Nomor 10 EK8/2007 dan Nomor 11 EKS/2007 dan
secara hukum tidak fermasuk atau tidek tercanfum dan bukzn lagi
merupikan bagian Tanzh Obyek Fksekusi vang akan dieksekusi berdasarkan
Penetapan Bksekusi;

Bahwa dengan tidak termasuk tanah dan / atau tanah beserta bangunan milik
para wargs Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan deri Penctapan
Eksekusi maka para warga Meruya Selatan tersebut adalah pemilik yang sah
atas tanah dan / atau tanah beseria bangunan tersebut |

PT. PORTANIGRA selaku Pemohon Eksekusi setuju untuk mengajukan
permohonan pengangkatan sita jamisan/sita eksckusi hanya khusus yang

Analisa Yuridis..., Harries Konstituanto, FH Ul, 2009



10.

11

12

74

menyangkut tanah dan / atau tansh beserta  bangunan milik para Warga
Meruya Selatan dalam Gugatan Perlawanan ;

Untuk menghindari kesalahan administrasi dalam pelaksanasn sita atas
Tanah objck Eksekusi maka para warga Meruya Selatan dalam Gugatan
Perlawanan  wajib menunjukan adanya Putusan Perdamaian dan bukti
kepemilikannya ketika Sita Fksekusi atas Tanah Objek Eksekusi Perkara
Perdats dilaksanakan ;

Apabila ada salah seorang warga Meruve Selatan dalam Gugatan
Petlawanan, keluarga dan pihak-pihak yang mempercleh hak daripadanya
menghalangi Sita Eksekusi atas Tanah-Tanah Objek Eksekusi maka
Pegjanjian Perdamagian ini tidaklah menjadi batal, namun khusus yang
menyangkut tanah / dan atae tanah beserta bangunan milik orang yang
menghalangi tersebut akan dieksekusi oleh PT. PORTANIGRA;

Para Pihak sepakat untvuk mengambil langkeh-langkah Yuridis dan non-
Yuridis terhadap Pihak-Pibak terkait vang merogikan Para Pihak baik secara
materiil maupun insmateriil;

Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku don mengiket Para Pihak ketika
dibacakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan vang terbuka dan dibuka
SCCArR U

Para Pihak nkan membuat sural pemberitahuan kepada Instansi terkait
bahwa tanah dan / atau tansh beseria bangunan milik Pihak Pertama adalsh
tidak fagi menjadi bagian dari Tanah Cbjek Bksekusi;

Denpan disepakatinya Perjanjian Perda naian inl maka para warga Meruya
Selatan dalam Gugatan Perlawanan sclaku Pelawan akan mengskhid
{jugatan Perawanan berdasarkan Perkara No. 441/Pdt,G/207/PNJKT.BAR,
tertangal 23 Nopember 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Para Pihak menerangkan dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini
tidak akan pemmah berakhir / batal meskipun Para Pihak ielsh mengalihkan
kepemilikannya kepada pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apa pun;
Parn Pihak wajib menaati isi Perjanjian Perdamaian ini;
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13. Bahwa agar pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi atas tanah dan/aten
tanah beserta bangunan milik para warga yang termasuk kedalam Putusan
Perdamatan menjadi sempurna dan guna raencegab timbulnya permasatahan
hukum atas tansh milik para warga tersebut dari pihak-pihak lainnya pada
masa yang akan datang maka Para Pihak bersama-sama ekan meminta
kepada instansi yang berwenang unfuk mengeluarkan data fistkk dan
administrasi termasuk riwayat tanah sesuai dengan ketentvan hukum yang
berlaku di Indonesia;

14, Apabila dalam penerbitan sertifikat, surat perpetakan, surat-sumat keterangan
fain yang becbubungan dengan kepemilikan tanzh pars warga Meruya
Selatan dalam Putusan Perdamaian temyatz ditemukan data fisik dan
administrasi termasuk riwayat tanah tidak benar maka Para Pihak akan
bersama-sama meminta pertanggungjawaban kepada Pihak-Pihak yang
scharusnya bertenggung jawab secara hukoum;

15. Dengan dilaksanakannya sehurah ketentunn dalam Perjanjian Perdamadan ind
maka Pars Pihak sepakat untuk saling membebaskan safu sama lain, dari
segala tuntutan apapun, baik Pidans maupun Perdata, yang mungkin ada di
kemudian hari.

Dari isi perjanjian dalam Putusan Perdamaian diatas terkesan bahwa
scbenarnya para wargs Meruya Selatan dalam putusan tersebuit memang tidak
mempunyai pilihan lain dan sebenarnya banya mendapatkan pencgasan atau
penguafan atas Hak-hak mereka {dalam hal ipi hak atas kepemilikan taaah di
Meruya Selatun) yang sebenarnya tanpa adanya Putusan Perdamaian iniun
memang sudah merupakan hak kepemilikan atas tangh yang sah dan mempunyai
kekuatan hukum yang kuat karena diperoleh melalui suatu pendafiaran dan
peraliban yang sah secara hukum; selain itw dengan dilahirkannya Putusan
Perdamaian tersebut semakin memberikan pencgasan bahwa seolab-olah memang
PT. PORTANIGRA-lah pemilik tanah yang sah dan PT. PORTANIGRA memberi
sebush “toleransi” kepada para warga dalam Putusan Perdamaian untuk diskuoi
kepernilikannyz atag tanah vang “dimiliki” PT. PORTANIGRA; secarn otomatis
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bila dilihat dari isi Putusan Perdamaian dapat dilogikakan bahwa bagi para Warga
Meruya Selatan vang tidak turut dalam Gugatan Perlawanan dan tidak termasuk
dalam pihak dalam Putusan Perdamaian, tidak memiliki hak atas tanah di Meruya
Selatan walavpun memiliki bukti kepemilikan atas tanah vang sah karena tanzh-
tanah tersebut adalah “milik™ PT. PORTANIGRA, padabal warga-warge tersebut
{warga yang tidak termasuk dalam Putusan Perdamaian) memiliki kualifas alat
bukti ke~emilikan hak atas tanah yang sama déngan yang dimiliki oleh Warga
Metuys Selatan yang termasuk dalam Potusan Perdamalan terlepas dari Putusan
Mahkamsh Agung yang memenangkan PT. PORTANIGRA sebagai pemilik tanah
yang sah; dan sehubungan dengan swrat dari Bambang Edhar selaku Perwakilan
Kerukunan RT/RW Sekelurahan Meruya Selatan yang dibalas oleh pihak Kantor
Pertanahan dengan Surat Keterangan Status Sertifikat tertanggal 9 Januari 2008
nomor 018/09-03/SKP vang ditandatangani oleh Drs. H. Roli Irawan, SHMM
selaku Kepata Kantor Pertanzhan Jakarta Barat yang menerangkan bahwa bidang
tanzh yang terletak di Meruya Selatan yang telah terdaflar secara resmi di Kaator
Pertanshan Kotamadya Jakarta Barat adalah berjumlab 7.823 bidang dengan status
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai dan sertipikat Tarsh Wakaf
dan sertifikat-sertifikat fansh yang diterbitkan tersebut secara hukum ssh dan
berlaku, mengingat sampal ssat inl tidak ada putusan pengadilan yang
membatalkannys maka Kantor Pertanshan Jskarta Barat tetap menjamin
pelayanan pertanaban terhadap permohonan Wargas Meruya Selatan akan tetap
berjalan seperti biasa dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi dan
sesbal dengan ketentuan Hukum Pertanahan yang berlaku; sehingga ielah depat
diambil sebush kesimpulan bahwa bila sebenarnya tanpa turut serts dalam scbhuah
Gugatan Perlawanan dan tercantum dalam Putusan Perdamaian-pun para Warga
Meruya Selatan dapat tetap melakukan sebuah kegiatan peralihan hak tanah atas
tanah mereka di Meruya Selatan dan bila dikaitkan dengan Tugas dan Wewenang
PPAT yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 serta
prakiek pelaksanaan tagas dan wewenang PPAT ity sendiri di Meruya Selatan-
Jakarts Baret dimaoa pelaksanaan tugas PPAT di Meruya Selatan dalam peralihan
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hak atas tanah felah dilaksanskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik
secara tertib hukum dan tertib administrasi, adapun status tanah (alas hak) itu
sendiri dipercleh dengan prosedur yang sah baik tauah yang fermasuk dalam
Putusan Perdamaian atan tidek termasuk dalam Putusan Perdamaian dan
mengingat sclama belum terjadi scbuah eksckust (dimana cksekusi terscbut
sechenarnya tidak dapat dilaksanskan karena tidak sah) makas PPAT seharusnya
tetap dapat memiliki kewenangan uniuk melakukan sebuash “Peralihan Hak Atas
Tanah” atas tangh-tanah warga Meruya Selatan yang tidak turnt dalam Gugatan
Perlawanan dan termasuk dalam Putusan Perdamaian melalni akta-akia vang
dibuatnya baik untuk tangh yang termasuk di dalam putusan perdamaian ataupun
tidak, dan akta-akta yang dibuat PPAT tersebut merupakan scbuah Akta Otentik
dengan kekustan hukum yang sah,
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BABIV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari selurith pemaparan yang tertuang pada bab-bab sebelumnya, maka
dalam menjawab pokok permasalaban dalam tulisan ini maka tcleh diambil
kesimpulan sehagai berikut: ‘

1. D4 tinjau dari Tugas dan Wewenang PPAT yang tercantum datam Peraturan
Pemerintah nomor 37 fabun (998 serta praktek pelaksanaan fugss dan
wewenang PPAT ttu sendin di Meruya Selatan-Jakariz Barat maka dapat
disimpulkan bahwa pelaksesasn tugas PPAT di Merya Selatan dalam
peralihan hak atas tanah tclah dilaksanakan sesual dengan ketentuan yang
berlaku batk secara tertib huloum dan tertib administrasi.

Z. Berkaitan dengan kewenangan PPAT dalam pengaliban hek atas tanah di
Meroya Selatan bagi para warga vang tidak tuoat melakukan gugatan
perlawanan, berdasarkan wrafan das pemaparan fakta-fakta diates dapat
diambil kesimpulan bahwa secara logika perbedasan kekuatan Hak Atas
Tanah yang dimiliki oleh Warga yang melakukan Gugatan Perdamaian dengan
Warga vanp tidak tund melakykan Gupatan Perdammian hanyalah pada
tercantum ateu tidaknys nama mereka {(beserfa alas hak mercka) didalam
Putusan Perdamaian (Akta Ferdamaian), dimana isi Putusan Perdamaian it
sendiri telah mengeluarkan para warga yang namanya fercantum didalam Akta
Perdamaian dari Putusan Mahkamab Agung, schingga sebenarnys pada
prinsipnya baik warga dalam Putusan Perdamaian dan warga yang tidak ada
dalams Putusan Perdamaien memiliki bukti kepemilikan hak atas tansh di
Meruya Selatan dengan kekuatan hukum yang sama karena diperoleh dengan
prosedur hukum yang sah, Apabila seandainya dalam waktu berikutnya pars
warga yang tidak turut melakukan Gugatan Perlawansn mengikuti langkah
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yang dilakukan warga yang lainnya untuk melakukan sebuah Gugatan
Perlawanan maka seharusnya tindakan tersebut juga dapat melahirkan sebuah
Putusan Perdamaian yang akan mengeluarkan warga tersebut dari Putusan
Mahkamah Agung. Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa berdasarkan surat
keterangan yang di keluarkan Xepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
dinyatakan bahwa sejumlah 7.823 bidang tanah bersengketa di Meruya Selatan
yang dimiliki warga dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta
Hak Pakai, Sertipikat Tanah Wakaf memiliki sertipikat-sertipikat tanah yang
diterbitkan berlaku sah secara hukum dan mengingat sampai saat ini tidak ada
putusan pengadilan yang membatalkannya maka Kantor Pertanahan Jakarta
Barat tetap menjamin pelayanan pertanahan terhadap permohonan pendaftaran
peralihan hak atas tanah Warga Meruya Sclatan akan tetap berjalan seperti
biasa dengan ketentuan selama peralihan hak tersebut memenuhi persyaratan
administrasi dan sesuai dengan ketentuan Hukum Pertanahan yang berlaku.
Maka sebenarnya PPAT tetap berwenang dalam melakukan Peralihan Hak atas
Tanah terhadap tanah warga Meruya Selatan yang tidak turut melakukan
Gugatan Perlawanan, dengan catatan peralihan tersebut tidak serta merta
dilakukan mengingat terganjal status tanah sengketa. Hendaknya dokumen
untuk peraliban Hak Atas Tarah yang masuk di pending terlebih dahulu
sampai ada kepastian hukum lebih lanjut, mengingat posisi kasus yang ada
bahwa Eksekusi yang akan dilakukan adalah kategori non-executable dan
cepat atau lambat akan mengeluarkan status tanah warga secara keseluruhan
dari Putusan mahkamah Agung. Adapun status tanah (alas hak) itu sendiri
diperoleh Warga Meruya Selatan dengan prosedur yang sah baik tanah yang
termasuk dalam Putusan Perdamaian atau tidak dan mengingat selama belum
terjadi sebuah eksekusi (dimana dari hasil pemaparan fakta, eksekusi tersebut
sebenarnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak sah) maka PPAT seharusnya
tetap dapat melakukan sebuah Peralihan Hak atas Tanah dengan akta-akta
yang dibuainya baik untuk tanah yang termasuk ke dalam Putusan Perdamaian
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ataupun tidak, dan akta-zkta yang dibuat PPAT tersebut merupakan Akta
Otentik dengan kekuatan hukurn vang sah dan sempurna.

3. Kasus sengkeia tanah di Meruya Selatan muncul ke permukaan tak lain karena
terjadinya sebuah praktek menelaptarkan tanah. Selama berishun-tahun PT.
Portanigra membiarkan tanah seluas 44 Ha taapa pengelolaan, tanpa alas hak
peralihan tanah dan tanpa pemeliharaan tansh yang signifikan (indikasinya
galam pembayaeran pajak) schingga memberi kesempatan pihak lain yang
dalam hal ini adalah Pemerintah Daerab yang diteruskan kepada Warga
Memya Sclatan untuk memohon Hak Atas Tanah yang dikuasasinya dan
melakukan perunanfaatan terhadap tanah vang dikuasainya.

B. Saran

Dalam tesis ini, berdasarkan kesimpulan yang telah di peroleh Penulis
berinisiatif memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan merpakan karya Hakim: Hakim sebagai manusia biasa
tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dalam suatu perkara yang berakhir
dengan putusen pemidanaan yang berkekuaian tetap, mungkin terjadi bahwa
kemudian timbul fakia-fakta atan keadaan-keadasn yang menyatakan babwa
terpidana tidak bersalah, Adanya ketidakadilan, hal ini yang memungkinkan
sebuah pengecuslian, mempertabankan suats putusan yang tidak adil tidak
merupakan syarat bagi hukum, bukan pule tuntuten kepastian hukum, Suain
upaya atay sarana untuk memperbaiki kekhilafaa harue dimungkinkan tetapi
juga harus disertai dengan syarat-syarat ketat, bukan sebaliknya, dengan akibat
bahwa putusan yang teleh mempunyai kekeatan hukum tetap itu, menjadi
longgar skatannya atau menjadi tidak karuan kedudukannya, Uniuk
menerapatkan putusan tetap yang melenceng tersebut kembali pada posisinya
yang benar, yaita membenkan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luer
biasa atau istimewa; keistimewaannya terletak pada behwa upaya hukum Juar
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biasa tersebut merupakan sarana untuk membatalkan Putusan Pengadilan dan
penggunaannya diatur dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tersendiri.
. 8gbagai Pihek Ketiga yang merasa dirugikan, meka warga Meruya Selatan
tidak dapat mengajukan Peninjavar Kembali, namun dapat mengajukan seatu
Gugatan Perlawanan; dasar yang dJigunskan sebagai alusan gugatan di
Pengadilan, biasanya berupa dalil bahwa Pemerintah di dalam menerbitkan
keputusan tersebut, telab melakukan perbuatan melawan hukem dan dard
Gugatan Perlawanan tersebut akan lahir sebush Putusan Perdamaten vang
berupa sebuab Akta Perdamaian dimana merupakan suatu produk dar
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
. Usaha-usaha untuk menghindari terjadinya masalah atau senpketa hak-hak atas
tanah schenarnya dapat dilakukan secara preventif pada saat permohonan
pemberian hak di proses. Tindekan yang bersifat pencegahan ini sebenarnya
lebih efcktif dibandingken deogan ussha penyclesaian sengketa apabila
masalah tersebut elah menjadi kasus dengan Gdak mengenyampingkan upaya
teknis Iain berupa pembinaan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada dan
dalam pemberian hak atas tansh hendalmya ada beberapa hal vang wajib
diperhatikan dan harus diterapkan dengan disipling hal tersebut adalah
mengenai :
1} Subjek pemohon, dengan penelitian berupa data pribadi pemohon apakah
sudah memenubi persyacatan scbagai pemohon yang berhak/layak;
2} Lokasi tanabnya, yang menyangkut Jeiak sebenamya tangh yang diuraikan
serta batas-balas yang tegas;
3) Bukti-bukti perolchan haknya secara runtut dan sal menurut hukurn,
. Dalam kondisi ferkini, seharusnya Mabkamabh Agung (MA) dapat menyatakan
putusan antuk mengeksekusi lahan seluas 44 hektar di Meruya Selatan, Jakarta
Barat, tidak dapat dilaksangkan. Pembatalan pelaksanaan putusan adalah
mekanisre yang biasa di MA; kebijakan itu bisa diambil jika kondisi obyektif,
antara lain kepemiilikan sertifikat oleh warga setempat, tidsk memungkinkan
untuk menjalankap putusan itu. Selain ity, keberadasa puluban ribu warga yang
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terancam akan kehilangan tempat tinggal jika cksekusi dilaksanskan jugs bisa
menjadi pertimbangan tertentn,

. Kasus sengketa tanah Meruya Sclatan sebenarnya bukan termasuk kasus yang
pelik, karena sudah sangat jelas posisi para pihak berada dimana dan darf sudut
pandang awam-pun dapat diketahui benar dan salsh datam perkara ini, namun
adanya modus tertentu di balik putusan pengadilan tersebut mengakibatkan
kerancuan dalam hukum. Dapat dikstakan ada unsur polifk di balik peristiwa
di Meruya Selatan, vaitu pendistribusian lahan yang tidak merata, Sengketa
antar kedua pihsk itu bisa saja merupakan rekayasa, dan felah diatur akan
dituniuk salab satu pihak menjadi pemenangnya. Apalagi putussnnya keluar
secara tiba-tiba dan tidak ada wargz yang ikut campur dalam masalab itu.

. Tindakan yang terpenting kini adalab bagaimana upaya yang harus difakuakan
untuk menghilangkan status quo PPAT dafam melakukan proses peralihan hak
atas tanah di Meruya Selatan yaitu tindak lanjutnys adalah melakukan upaya-
upaya hukum (litigasi maupun non-litigasi) agar dapat merobatalkan putusan
Mahkamah Agung terschot, karena apabila dilihat dari asas keadilan dan
semangat dati hulaun yang tercipta dimana hukum tersebut dibuat guma
melindongi masyarakat, putusan Mahkamah Agung jelas fidak mempunyai
kualifikasi ke arah penegakan keadilan,

. Schagai tambahan, hendaknys dapat dilakukan snste penyeragaman dalam
ketentuan batasan usia dewass dalam Undasg-undang Jabatan Netaris dengan
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tansh. Serperti yang kita ketahui
batiwa dafam U Jabatan Notaris di atur babwa usia dewasa adalsh 18 tahun
sedangkan dalem Peraturap jabatan FPAT usia dewssa adalah 21 tabun, hal ini
memilild implikasi terhadap kecakapan seseorang dalam pembuatan akia tanah
atan peralihan hak atas tansh, Dapat dibayangkan kesulitan vang timbul bila
seseorang yang berusia 19 tahun dapat melakukan jual beli dalame AJB namun
terhambat karena tidak dapat mengatasnamakan dirinya dalam sebugh sertifikat

tanah. Hal ini akan berpengaruh pada fertib administarasi pertanahan.
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